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KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhimya pelaksanaan tahun anggaran 2017, Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Instruksi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan LKjIP imi selain memenuhi agenda reformasi
birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas manajemen kinerja juga merupakan
suatu kewajiban pertanggung jawaban guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan vang
transparansi, akuntabel, bersih, professional, semangat pelayanan public, dan integritas
pengabdian dibidang pencgakan hokum untuk mencapal visi dan misi pengadilan. Sclama
tahun 2016 Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan berbagai program
dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negen Tanjung Balui
Karimun Tahun 2015-2019. Yang ditejemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang
terdin dari 4 Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinenja beserta
analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun pada 2017,

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini dapat memenuhi
Mpanxbagnipaunwmgjnwabmknmkcmdamymkmdenganadmyammpummi
dan analisis pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama schingga ukuran realisasi
kinerja yang telah ditetapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja Pengadilan. Pada
akhimya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemenintah ini semoga kedepannya LKjIP ini dapat
menjadi acuan dalam mengukur pencapaian target dan realisasi kinerja

Tanjung Balai Karimun, 08 Februari 20 m




IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negent Tanjung Balai Kanmun selama tahun 2017 telah berhasil
melaksanakan misi dalam rangkan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Dengan ditetapkannya 4 sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misi maka
kinerja menjadi lebih terarah dan akuntabel, Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan
target kinerja pada 14 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ke 4 sasaran strategis yang ditetapkan
terschut, indek capaian keberhasilan sasaran strategis tersebut hanya sebagian = dapat
dijelaskan sehagai berikut:

Tabel Rencana Strategis tahun 2017

SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
I wujudnya a. Persentnse sisa  perkara  yang
proses peradilan diselesaikan
yang pasti Perdata 100% 100% 100%
transparan  dan Pidana 100% 100% 100%
Akuntabel
b. Persentase perkara
Perdata 98,05% 89,77% 91,55%
Pidana 98.05% 80,13% 81,72%
Yang disclesatkan tepat waktu
¢. Persentase penurunan sisa perkara
Perdata - 11,11% 11L11%
Pidana - 81,03% 81,03%
d  Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding 99.60% 96.09% 96.47%
Kasas: 98.50% 99.34% 100%
PK 98% 99,34% 100%
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e Persentase perkara anak  vang

f  Indek responden pencan keadilan
vang puas terhadap layanan

95%

73.56%

77.43%

peradilan
Rata- rata capaian 83.93%
2 Peningkatan a Persentase i1si putusan yang ditenima 100% 100% 100%
ctekufitas oleh para pihak tepat waktu
pengelolaan
penyelesaian
perkara
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masyaraka
t  miskin
dan
terpinggirk

b. Persentase perkara vang diselesaikan
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¢ Persentase Pencari keadilan golongan - 100% 10096
tertentu  yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata ~ rata Capaian 5%
4 Meningkatnya | Persentase putusan perkara perdata yang | 99,50% 19,60% 19,70%
kepatuhan ditindaklanjut (dicksckusi)
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putusan
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daerah Karimun awalnya merupakan bagian dan wilayah hukum Pengadilan Negen
Tanjung Pinang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada
umumnya dan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi Ekonomi sosial
budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang
penyelenggaraan Pemenntahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah
Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada
tanggal 4 Oktober 1999

Pembentukan Kabupaten Karimun ini bersamaan dengan terbentuknya beberapa
Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sesuai
dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yaitu tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

Setelah terbentuknya Kabupaten Karimun, keluarlah Keputusan Presiden Nomor = 99
tahun 2003 tanggal 2 Desember 2003, tentang Pembentukan Pengadilan Sengeti,
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Pada tahun 2004 dibangun Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh
Menteri Kehakiman Rl diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Karimun seluas +
5.000 m2 rerletak di Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun,

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2004
oleh Prof. DR. Bagir manan, SH, McL. Ketua Mahkamah Agung RI, dengan
diresmikannya Pengadilan Negen Tanjung Balai Kanimun, maka tuntutan masyarakat
pencari keadilan di Kabupaten Karimun telah terwujud.

Dengan digulirkannya tunjangan khusus yang berbasis kinerja Pengadilan dituntut
untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik, vang
dimular dan peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan
instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam peningkatan pelayanan
harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki



akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang
termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan,

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistim
perencanaan  disertai  dengan  perwujudan  sistim  akuntabilitas.  Oleh  karena itu
perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanva.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemenntah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program-program yang telah
disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksansan tugas dan fungs: serta
peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam
melayani pencan keadian.

Salah satu unsur pokok penjubaran sistim Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yag merupakan pedoman pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan vang dilaksanakan secara terencana dan
terukur dan teruji.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun membentuk
komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK;IP).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun sebagai Badan Peradilan Umum
Tingkat Pertama yvang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dan pengaruh
Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan
fungsi menenima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkra-perkara pidana
maupun perdata yag diajukan.  Sedangkan dalam bidang administrasi vang
diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretans
mempunyai tugas pelayanan dibidang teknis administrasi perkara  dan adminstrasi
peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah
Peradilan
Pengadilan Negeni sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, adalah
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dan
pengaruh Pemenntah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun



2004 yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

1. Fungsi.

Pengadilan Negenn Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga peradilan tingkat
pertama mempunyai fungsi utama yaity -
. Fungsi Peradilan

a. Menenma, memenksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yag mengajukan upaya hukum ke Tingkat
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

¢. Melaksanakan putusan (cksekusi) terhadap putusan vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

2 Fungs: Nasehat,
a. Pengadilan Negen dapat memben naschat atau pertimbangan dalam bidang
hukum kepada lembaga pemerintah dacrah lembaga lain yang meminta
(Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana vang menjalani pidana di
Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3. Fungsi Administratif’
Pengadilan Negen wajib mempertanggung jawabkan secara orgamisatons,
administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4. Fungsi lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004,
Pengadilan Negen dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan
Undang-Undang.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Bentuk organisasi Pengadilan Negen diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Perma Nomor 7
Tahun 2015 temtang Orgamisasi Dan Tata Kena Kepanitersan Dan Kesekretariatan
Peradilan adalah sebagai berikut .

L

Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan scbagai pimpinan Pengadilan negen Tanjung Balai Kanmun

bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua

Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Peradilan

Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tanjung Balai Kanmun.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan

penjelasan tentang hal-hal vang berhubungan dengan pengadilan. dan Sebagai

pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera

Pengadilan Tanjung Balai Karimun,

Wakil Ketua Pengadilan, memiliki tugas antara lain:

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

¢. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjukan sesuai dengan rencana kema dan ketentuan yang berlaku serta
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hakim.

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai peritah

pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009, yang bertugas menetapkan Han Sidang, memenksa

dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya serta menyelesaikan semua

perkara yvang diajukan kepadanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran

berita acara persidangan serta menanda tanganinya, mengemukakan pendapat dalam

-



musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang Hukum, Perdata, dan
Pidana serta , Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian
Kepegawaian Organisasi dan tata laksana serta Subbagian Umum dan Keuangan yang

ditugaskan kepadanya untuk dilaporkan secara periodik kepada Ketua Pengadilan ;

4 Panitera adalah  aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negen Tanjung
Balai Karimun, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara. Panitera Pengadilan Negen Tanjung Balai karimun menyelenggarakan fungsi:
a Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pembenian dukungan di bidang tekms;
b Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. Pelaksananaan pengelolaan admimstrasi perkara pidana;
d Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e Pelaksananaan pengelolaan admimistrasi perkarn, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara,

f. Pelaksanaan admimstrasi keuangan yang berasal dan APBN dalam program tekms
dan  keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan  dan
perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

¢ Pelaksanaan mediasi;

h pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negen

S. Sekretaris adalah apamtur tata usaha negara vang dalam menjalankan tugas dan
fungsinva berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negen,
Sekretaris Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri



6. Wakil Panitera adalah, aparatur tata usaha negara vang secara langsung membantu
panitera dalam membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi
perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat luporan
periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan,
melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

7. Pamitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata. Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

2

3.

10.

12.

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata

. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majehs Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan
Ketua Pengadilan

pelaksanaan penenmaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pthak yang
tidak hadir

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak

pelaksanaan penenimaan dan pengimman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali

pelaksansan pengawasan terhadap pemberitahuan is1 putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Paniteran Muda Hukum,

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan n. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Panitera



8. Pamtera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan admimstras: perkara di bidang
pidana. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- X

10.

1L

12.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

Peluksanaan penenmaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon,

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majehs Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dani
Ketua Pengadilan;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penctapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan,

Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dan
penyidik;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan
diminutasi,

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak vang
tidak hadir,

Pelaksanaan penyampaian pembentahuan putusan tingkat banding. kasasi dan
peminjauan kembali kepada para pihak;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan is1 putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upava hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa,
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13. Pelaksanaan penenmaan permohonan eksekusi,

14. Peluksanaan penyimpanan berkas perkara vang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap,

I5. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;

16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data perkara, penataan arsip perkam serta pelaporan  Dalam
melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

Pelaksanaan penyajian statistik perkara,

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemelibaraan arsip perkara;

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara.

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan:
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

10, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyar tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.



I1. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi
dan tata laksana

12. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menvurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

I3. Panitera Pengganti adalah aparatur negara fungsional yang mempunyai tugas
membanty Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan han sidang, membuat
penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atay dirubah jems
penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan
Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara
kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.

14, Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, leguran-leguran,
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas
penintah Ketua Pengadilan Negen, membuat benita acara penvitaan, yang salinannya
kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.



Bagan 1. Struktur Organisasi

Kepaniteraan Pengadilan Neger Tanjung Balal Karimun

Ketua
e T
H Wakil Ketua
Hakim
Panitera
[ Kelompok L
Panmud PP Panmud Panmud
Perdata Pidana Hul
Jurusita
Jurusita
Pengganti
Pranata
Peradilan
Bagan 2. Struktur Organisas
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tanjung Balal Karimun
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Kasubbag eanag Kasubbag ——
Perencansan Kepegawaian
. w Umum
Teknolog! Informasi organisasi dan jeem
dan Pelaporan fungsicna tata laksana Reimngen
Pustakewan
» Pranatakom
puter
bendahara
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D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan reviu ke 2 Indikator Kinerga Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun , ada 6 sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun yang telah direviu, sasaran strategis tersebut dipandang berdasarkan aspek
strategis sebagai berikut:

Aspek Manajemen Penanganan perkara dan aksebilitas masayarakat terhadap putusan
pengadilan.

Proses peningkatan penanganan perkara merupakan aspek yang dominan
karena merupakan court bisnisnya peradilan, mulai dari menerima perkara masuk,
mengadih, memutuskan sampai perkara tersebut selesai Minutasi, semua merupakan
ukuran kinerja peradilan dan nilai tersebut merupakan tolak ukur apakah peradilan
tersebut bisa mencapai tujuan, disamping itu juga ungginya jumlah perkara masuk ke
MA dan PT discbabkan rasa ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil
putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding
sehingga memicu para pthak melakukan upaya hukum banding dan kasasi, Aspek ini
vang menuntut setiap hakim tersebut harus mengeluarkan putusan yang memberi
kepuasan rasa keadilan terhadap pencan keadilan schingga persentase para pihak
tidak mengajukan upaya hukum meningkat dan inilah yang menjadi target pengadilan
Tanjung Balai Karimun untuk meningkatkan sasaran strategis yaitu Terwujudnya
proses peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel,

1n



Tabel | - Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu S bulan

Persentase
perkara yang
Jumlah Perkara yang telah
Tahun Perkara Perkara vang telah diselesaikan
harus disclesaikan | dalam jangka
disclesaikan | dalam jangka waktu
waktu S bulan | maksimal §
bulan
2017 Pidana
Perdata
26 Pidana 37 331 §9.2%
Perdata 75 49 65,33%
2015 Pidana 318 281 88,36%
perdata 59 46 77,96%
2014 Pidana 174 157 90,23%
Perdata 64 45 70,31
Tabel 2 . Jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding di
wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Perkara Persentase jumlah
Tahun dan tidak mengajukan kasasi
perdata |  Mengajuka terhadap jumlah
vang n Banding perkara banding vang
Putus putus
Th. 2014 202 185 91.58%
Th. 2015 327 319 97,55%
Th 2016 377 367 97 34%
Th. 2017




Tabel 3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi di
wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Perkara Persentase jumlah
pidana | Perkara yang perkara yang
Tahun dan uda!: mengajukan kasasi
perdata Mengajuka terhadap jumlah
yang n Kasasi perkara banding yang
Putus putus
Th. 2014 202 191 94,55%
Th. 2015 327 32 98,47%
Th 2016 N 373 98,93%

Tabel 4. Jumlah perkara yang udak mengajukan PK di
wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Perkara Persentase jumlah
pidana Perkm yang perkara yang
Tahun dan tidak mcngajukap kasasi
perdata Mengajuka terhadap jumlah
vang n PK perkara banding yang
Putus putus
Th. 2014 202 198 98,02%
Th. 2015 327 325 99.38%
Th. 2016 377 376 99.46%

2. Aspek Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyelesaian perkara

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan
terlepas dan penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan
maupun non tekms peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan pengaruh besar terhadap
kekuatan atau kelemahan suatu Pengadilan, Dalam hal peningkatan pengelolaan penyelesaian
perkara alat ukur nya adalah kinena aparatur dalam menyelesaikan beban tugas yang
diembankan, keadaan lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknmis dan non tekmis
peradilan, pola kanr yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata

merupakan tugas




Pengadilan Negeri Tanjung Bala Karimun untuk bisa menata ulang aparatur
agar mendapatkan Sumber Daya Manusia vang berkwalitas.

Aspek  pelayanan prima bagi masyarakat

Mencipatakan pelayanan yang berstandar bagi semua pencari keadilan
merupakan upaya vang terus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Kanmun, Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat muskin dan terpinggirkan
merupakan aspek strategis untuk menciptakan pencari keadilan dapat menjangkau
badan peradilan dengan berpekara dipengadilan dengan biaya murah maupun tanpa
biaya, dengan demikian peradilan dapat membantu mereka untuk mencari keadilan
sekalipun miskin dan terpingmirkan karena semua warga Indonesia berhak
memperoleh rasa keadilan dan hak dalam perlakuan hukum yang sama Penguatan
dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat miskin dan terpingmirkan yaitu
Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan, membebaskan biaya
untuk perkara prodeo yang digjukan, dan pelayanan Pos Bantuan Hukum untuk
perkara tertentu yang membutuhkan pendampingan Kuasa Hukum dan imi merupakan
komitmen Mahkamah Agung R1.

. Aspek kepatuhan pelaksanaan perkara perdata yang dieksekusi

Rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dengan menunjukkan rasa
patuh terhadap ketetapan pengadilan khususnya dalam hal pelaksanaan putusan
perkara perdata, Memingkatkan pelaksanaan cksekusi terhadap putusan pengadilan,
dengan mengarahkan panitera dan jurusita dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi
maka sudah mencerminkan sikap patuh terhadap putusan pengadilan, schingga para

pthak akan merasa puas terhadap putusan yang ditetapkan, kebijakan tersebut sudah
diatur dalam SOP panitera dan Jurusita dalam pelaksanaan SOP Maka pelaksanaan

cksekusi harus sesuai dengan SOP
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E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinenja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan
permasalahan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa aspek

I. Menurunnya Produktifitas Penyelesaian Perkara dan indek kepuasan
masyarakat terhadap layanan dan putusan Peradilan Permasalahan vang dihadapi
oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah Minimnya persentase
penyelesaian perkara pidana dan perdata yang tepat waktu karena masth ada perkara
vang belum selesai selama § bulan, factor utama yang mempengaruhi adalah SDM
yang tidak seimbang dari jumlah perkara yang masuk sehingga ukuran kinerja pun
mempengaruh kecepatan penyelesaian perkara sesuai target waktu secara nasional
disamping itu juga banyaknya perkara yang putus tapi belum minutasi menjadi
factor penyebab lemahnya produktifitas penyelesaian perkara, disamping itu juga
masih banyaknya perkara yang mengajukan upaya hukum Banding Kasasi, dan
PK. Hal ini terkait dengan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan
Pengadilan khususnya Putusan Hakim dimana masih perlu peninjauan ulang
putusan melalui upaya hukum, dan nilah yang menjadi masalah konkrit dimana
court Bisnis Peradilan masih menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai sejauh
mana responden masyarnkat yang puas terhadap layanan Peradilan permasalahan
ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Belum memiliki
mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencan keadilan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Berbagai upaya vang dilakukan oleh pengadilan Negen Tamjung Balan Karimun
semata untuk  meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, peningkatan
putusan hakim dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para
pencar keadilan, yaitu diperlukan mekanisme percepatan penyelesaian perkara yang
Akuntabel yang terkait dalam court bisnis peradilan dan meningkatkan terus kinerja
aparatur dalam penyelesman perkara dan kebijakan untuk memacu tingkat minutasi
perkara dengan Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No Tahun 2014
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
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pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, pengefektifan SOP penyelesaian perkara di
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun khususnya jangka waktu
penyelesaiannya, disamping itu juga mahkamah agung telah berupaya menerapkan
system Informasi Penclusuran perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan
meningkatkan efekufitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi
dan mempermudah pencarian data baik untuk interm maupun public, Sistem
Informasi i telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan
putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan
perkara. Pelaksanaan sistem informasi imi didukung dengan peraturan Mahkamah
Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi
SIPP sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara
Upaya peningkatan putusan hakim agar dapat memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat dengan cara memben kesempatan kepada hakim untuk ikut diklat dan
melakukan pembinaan tekmis kepada para hakim.

. Rendahnya Kwalitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak
akan terlepas dan penguatan sumber daya manusia baik vang terkait dengan teknis
peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal ini kerterbatasan jumlah SDM
menjadi masalah dalam Peradilan, jumlah perkara yang masuk untuk diproses udak
scimbang dengan SDM yang akan menyelesaikannya disamping itu juga kualitas
SDM yang ada masih jauh dani yang diharapkan untuk mencapai Visi dan Misi
Peradilan, Permasalahan dijumpai bahwa masih lemahnya pemahaman terhadap
kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan
kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban
kerja sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.
Upaya penguatan SDM dengan memben selalu sosialisasi kepada aparatur agar bisa
menambah keterampilan, kemampuan, pengetahuan bagi aparatur baik dalam hal
penggunaan Teknologi Informas: sampai pada sosialisasi peraturan vang ada dan
memberikan kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan teknis dan  non teknis
dan menata penempatan formas: sesuai dengan kemampuan. Penguatan SDM juga
harus didukung dengan sarana dan prasarana yang ada karena sarana dan prasarana
yang memadai akan dapat meningkatkan kinerja aparatur.
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3. Menurunnya keberhasilan mediasi

Setiap perkara perdata yang masuk kepengadilan wajib melalui  Mediasi,
menurunnya tingkat berperkara dipengadilan merupakan target kedepan, namun
pada kenyataannya dan tahun ketahun yang berjalan persentase vang diperoleh
tidak mencapai target yang ditetapkan, ini merupakan salah satu masalah dalam
peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara khususnya mediasi vang
memperoleh akie perdamaian Rasa tidak puasnya para pihak untuk berdamai
menjadikan hakim harus melanjutkan perkara, sehingga meningkatnya penunggakan
perkara diperadilan.

Upaya yang ditempuh pimpinan harus bisa menerapkan kebijakan kepada Hakim
Mediator untuk bisa meyakinkan para pthak hal yang terbaik adalah perdamaian,
dan harus bertindak seadil adilnya schingga para pihak merasa puas terhadap
keputusan perdamaian tersebut, sant ini sudah ada peraturan yang mengatur mediasi
yaitu Perma No. | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Penngadilan yang
merupakan kebijakan MA Rl1 sebaga keseragaman semua peradilan

Tabel 5. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah
Perkara
yang Perkara yang
Tahun Perkara i diselesaikan Persentase
Diselessi melalui mediasi
kan
2017 Perdata
2016 Perdata 75 2 2.66%
2015 Perdata 59 4 6,78%
2014 Perdata 48 8 16,66%
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Diagram 1. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi

3
4

4. Keterbatasan Anggaran untuk perkara Prodeo dan sulitnya akses masyarakat terhadap
Pengadilan

Pelayanan Pengadilan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan
upaya Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan
hukum walaupun dalam keadaan tanpa biaya, karena Pengadilan membebaskan biaya
dalam berperkara diperadilan, peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat
miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembenian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk
mekamisme pembenan bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam
Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, disamping itu juga pengadilan
memben fasilitas Bantuan Hukum melalui pos Bakum sehingga para pencari keadilan
dapat pelayanan dari penaschat hukum namun saat ini Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara
melalw fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara
biaya proses yang ada tidak mencungkupi terhadap perkara tersebut, disamping itu
juga kurangnya pemahaman pencari keadilan mengenai prosedur di pengadilan
schingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana
informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkara prodeo yang masuk pada
awal tahun perlu direncanakan anggaran yang matang, dengan mengajukan
penambahan anggaran yang memadai untuk perkara prodeo dan membuat sebuah



kebijakan mengenai keterbukaan informasi dan mengadakan sosialisasi mengenai
bagaimana beperkara dipengadilan khususnya perkara tertentu yang membutuhkan
layanan pos bakum. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi
informasi dengan SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I22011 tentang pedoman
. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap jalannya eksekusi perkara perdata.
Meningkatnya kepercayaan public terhadap Pengadilan Negen Tanjung Balai
Kannmun merupakan tujuan dan lembaga tersebut, masalah yang selalu dihadapi
selalu berhadapan dengan pelayanan terhadap public, baik pelayanan intern maupun
pelayanan ekternal, terkait pelayanan ekternal terhadap putusan perkara perdata yang
dicksekusi, pelaksanaan eksekusi dilapangan selalu menjadi kontoversi, mulai dan
rasa tidak puas terhadap putusan sampai pada penentangan aparat peradilan dalam
melaksanakan eksekusi.

Upaya yang diambil dalam masalah tersebut terkait dalam peclaksanaan cksekusi
upaya yang ditempuh dengan jalan mengefektifkan kembali SOP Jurusita dan SOP
Panitera, dengan mengarahkan panitera dan jurusita berlaku tegas dalam pelaksanaan
cksekusi dan berupaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum, maka sudah mencerminkan
sikap patuh terhadap putusan pengadilan, sehingga para pihak akan merasa puas
terhadap putusan yang ditetapkan, untuk mencapai tahap tersebut hendaknya Jurusita
dibekali pengetahuan tcknis dengan memben bimbingan tekms dalam bersikap
dilapangan, kebijakan tersebut untuk menghindari rasa ketidak percayaan public
terhadap peradilan karena menganggap peradilan semena-mena berundak udak
berlandas hukum dan pelaksanaan tersebut harus diatur dalam kebijakan interna
mengenal pelaksanaan eksekus:
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Tabel 6. Potensi dan Permasalahan

Potensi

1. Terwujudnya

peradilan yang
pasti, tranparan
dan akuntabel

2

Menerapkan Surat Edaran Mahkamah
Agung No Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara &1 Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Standar  Operasional  Penyelesaian
Perkarn Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun

Pengefektifan aplikasi Sistem Informasi
Penclusuran Perkara (SIPP) Mahkamah
Agung

Regulasi  Mahkamah Agung vang
mendukung pelaksanaan SIPP

Memben kesempatan bagi hakim untuk
pelatihan teknis

o

. Menerapkan Sosialisasi kepada apamatur

agar bisa menambah keterampilan,
kemampuan, pengetahuan bagi aparatur
baik dalam hal penggunaan Teknolog
Informasi  sampai  pada sosialisasi
peraturan yang ada

Memberikan kesempatan aparatur untuk
mengikuti pelatihan tekmis dan  non
teknis

. Menata dan memanfaatkan SDM yang

ada untuk penempatan formasi sesuai
dengan kemampuan.

Permasalahan

M‘cnurunnyﬂ Produktifitas
Penyelesaian Perkara dan

indek kepuasan masyarakat
terhadap putusan Peradilan

Rendahnya Kwalitas
Sumber Daya Manusia



4,

5.

Mencukupi  kebutuhan sarana dan
prasarana

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Penngadilan yang
merupakan kebijakan MA RI sebagai
keseragaman semua peradilan

Akses pengadilan terhadap masyarakat

3. Meningkatnya
Akses miskin dan termarjinalkan . Posbakum,
Peradilan bagi Pembebasan biaya perkara Prodeo.
masvarakat 2. Surmt Edaran Mahkamah Agung
miskin  dan (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang
terpinggirkan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
3. Sosialisasi kepada masyarakat cam
berpekara di Pengadilan (Prodeo)
4. Akses informasi menggunakan sarana
meja informasi dan teknologi informasi
5. SK Ketua Mahkamah Agung No. |-
144/KMA/SK/12011 tentang pedoman
pelayanan informasi pengadilan
4. Meningkatnya I. Mengefektifkan kembali SOP Jurusita
kepatuhan dan SOP Panitera
terhadap 2. Bimbingan teknis Jurusita dalam
putusan bersikap dilapangan.
pengadilan 3. Kebijakan yang berhubungan dengan

penanganan cksekusi.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja imi mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan
Negen Tanjung Balai Karimun selama tahun 2017 Capaian kinerja 2017 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2017 sebagai tolak
ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinenja i1 akan memungkinkan diidentfikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang

Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negen
Tanjung Bala: Karimun tahun 2017 adalah sebagai berikut -

Pengantar.
Ikhtisar Eksekutif
Daftar isi
BAB | Pendahuluan,
Pada bab imi disajikan penjelasan umum latar belakang masalah, tugas pokok
dan fungsu, struktur organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan
utam (strategic 1ssued) yang sedang dihadapi organisasi.
BABII  Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017,
BAB I Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang analisis perbandingan pengukuran
kinerja dalam hal:
A Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan target dan realisasi kinerja tahun 2017,
membandingkan capaian kinerja 2017 dengan tahun lalu, membandingkan
realisasi tahun 2017 dengan target jangka menengah, dan analisis
penyebab kegagalan dan keberhasilan, analisis penggunaan sumber daya
serta analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.



BAB IV

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan vang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capamn Kinerja Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Kanimun dimasa mendatang  dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang untuk
meningkatkan Kinerja.



BABII
PERENCANANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Tujuan adalah sesuatu vang akan dicapa atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu
kepada pernyataan vist dan misi Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah
sebagai berikut -
|. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencan keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PN Tanjung Balai Karimun memenuhi butir | dan 2 diatas.
Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu vang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sementarn
Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hasil reviu Rencana Strategis beserta IKU yang telah
di reviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator untuk mengukur capaian sasaran imi adalah
a. Persentase sisa perkara vang diselesaikan
- Pidana
- Perdata
b Persentase perkara
-~ Perdata
- Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
¢. Persentase penurunan sisa perkara
- Perdata
- Pidana
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d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Banding
- Kasasi
-PK
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator untuk mengukur capaian sasaran imi adalah :
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
¢. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waku
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu | hari setelah putus
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencan Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah |
Persentase Putusan Perkara Perdata vang ditindaklanjuti (dieksekusi)



d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Banding
- Kasasi
-PK
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi
I Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator untuk mengukur capaian sasaran im adalah :
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui medias
¢. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakal yang dapat
diakses secara online dalam waktu | hari setelah putus
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencan Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah |
Persentase Putusan Perkara Perdata vang ditindaklanjuti (dieksekusi)



Tabel 7. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

NO SASARAN INDIKATOR PENJELASAN INDIKATOR
TUJUAN STRATEGIS KINERJA UTAMA KINERJA UTAMA
ki Pencari LTerwujudnya | a  Persentase  sisa | Perbandingan antara julmah sisa perkara
keadilan Proses perkara yang | yang disclesaikan dengan jumlah sisa
merasa Peradilan diselesaikan perkara yang harus diselesaikan kali 100
kebutuhan yang  pasti, - Pidana persen
dan Transparan - Perdata
kepuasanny dan
a terpenuhi Akuntabel
b Persentase perkara Perbandingan  jumlah perkara yang
- Perdata disclesnikan whun  berjalan  dengun
- Pidana jumlah perkara yang ada kali 100 persen
Yang  disclesaikan
tepat waktu
¢ Persentase penurunan | Perbandingan sisa perkara tahun berjalan
sisa perkura dengan sisa perkara tahun sebelumnya
- Perdata kali 100 persen
= Pidana
d. Persentase perkara | Perbandingan jumlah perkara yang tidak
vang tidak | mengajukan upaya hukum denga jumlnh
mengajukan upaya | putusan perkara kali 100 persen
hukum
- Banding
- Kasasi
-PK
¢ Persentase perkara | Perbandingan jumlah perkara pidana anak
pidana anak yang | yang diselesaikan secara diversi dengan
diselesaikan jumiah perkara pidana anak dikah 100
dengan divers: persen
¢ Index responden | Indeks kepuasan pencani keadilan
pencan  keadilan
vang puss terhadap
layanan peradilan
2 Publik 2.Peningkatan a  Persentase 151 | Perbandingan jumlah 151 putusan vang
percaya Efektifitas putusan vang | diterima tepat wakmu dengan jumlah
bahwa PN Pengelolaan diterima oleh para | putusan kali 100 persen
Tanjung Penyelesaian pihak tepat waktu
Balai Perkara
Karimun
memenuhi
butir | dan

2 dintas
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b Persentase perkara
yang  diselesaikan
melalu medias

Perbandingan  jumlah perkara yang
diselesaikan melalt  mediasi  dengan
Jumlah perkara yang dilakukan medias:
kali 100 persen

Perbandingan jumlah berkas perkara yang
diajukan banding kasasi dan PK secara

lengkap dengan jumlah berkas perkara
vang diajukan banding kasas: dan PK kah

100 persen

Pabuqdingm jumlah perkara yang
menarik  perhatian  masyarakat  yang
dwpload dalam website denga jumlah
perkara putus kali 100 persen

3. Meningkatnya
Akses

Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan

Terpinggirkan

Perbandingan jumiah perkara prodeo
yang disclesaikan dengan jumlah perkara
prodeo kali 100 persen

Perbandingan  jumlah perkara yang
diselesatkan diluar gedung pengadilan
dengan jumlah perkara yang scharusnya
diselesaikan diluar gedung pengadilan
kali 100 persen

Perbandingan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu  vang mendapatkan
layanan bantuan Hukum dengan jumlah
pencari keadilan golongan tertentu kali
100 persen

Perbandingan  jumiah putusan perkara
yang ditindaklanjuti  dengan  jumlah
putusan perkara yang sudah BHT kali 100
persen.
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penanjian Kineja pada dasamya adalah pernyataan komitmen vyang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya vang
dikelolanya. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas Kinerja
pada akhir whun 2016, Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada INPRES
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan, dan Surat Edaran Menteri
Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor - 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah, acuan dalam menyusun
Penctapan Kinerja Tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPTIM), Rencana Kerja Pemenntah (RKP) Tahun 2017 dan Kebijakan
Umum Mahkamah Agung Rl dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017 Perjanjian
Kinerja im merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017 dan
disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Tahun 2017 dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dapat diperinci sebagai
berikut .
Tabel 8. Perjanjian Kinenja Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET
I Terwujudnya  Proses &Pu;wm:inpaimyangdisdcm‘km
Peradilan yang pasti, | - Pidana 100%
Transparan dan | - Perdata
Akuntabel 100%
b. Persentase perkara 98.05%
- Perdata
- Pid 98,05%
Yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara
- Perdata .
= Piudana

d. Persentase perkara vang tidak mengajukan upaya

hukum

- Banding 99.60%
- Kasasi 98.50%
- PK 98%




¢. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan -
dengan diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas -
terhadap layanan peradilan
2.Peningkatan a Persentase isi putusan vang diterima oleh para 100%
Efektifitas pihak tepat waktu
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
b. Persentase perkara yang disclesaikan melalui 15%
fiasi
¢ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, 100%
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menank 100%
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah putus
3 Meningkatnya Akses | a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
Peradilan bagi
Masyarakat  Miskin
dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara vang disclesaikan diluar -
Gedung Pengadilan
¢. Persenmase Pencan Keadilan Golongan Tertentu -
vang mendapat Layanan Bantuan  Hukum
(Posbakum)
Persentase putusan perkara perdata yang 99.50%
Meningkatnya dinndaklanjuti (di eksekusi)
kepatuhan
terhadap putusan
Pengadilan
Kegiatan Anggaran
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 90.860.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp. 3.722.446.000,-

Teknis lainnya Mahkamah Agung RI




Perjanjian  Kinerja pada dasamya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan jan)i umuk mencapar kinerja vang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya vang
dikelolanya. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun 2016, Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada INPRES
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan, dan Surat Edaran Menteri
Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor - 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun
Penetapan Kinerja Tahun 2017 udak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPTIM), Rencana Kerja Pemenintah (RKP) Tahun 2017 dan Kebijakan
Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017, Perjanjian
Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017 dan
disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Tahun 2017 dan dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dapat diperinci sebagai
berikut -

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya  Proses o Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Peradilan yang pasti, - Pidana 100%
Transparan dan | - Perdata
Akuntabel 100%
b. Persentase perkara 98.05%
- Perdata
. Pid 98.05%
Yang disclesaikan tepat waktu
¢. Persentase penurunan sisa perkara
= Perdata
Pidana

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum
- Banding 99.60%
- Kasasi 98.50%
-PK 98%




¢ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan -
dengan diversi
£ Index responden pencari keadilan yang puas -
terhadap layanan peradilan
2.Peningkatan a Persentase isi putusan yang diterima oleh para 100%
Efektifitas pihak tepat wakru
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 15%
medinsi
¢.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, 100%
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d Persenusc putusan perkara  vang menank 100%
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu | han setelah putus
3 | 3Meningkatnya Akses | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
Peradilan bagi
Masyarakat  Miskin
dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang disclesatkan diluar -
Gedung Pengadilan
¢. Persentase Pencan Keadilan Golongan Tertentu -
yang mendapat Lavanan Banmwan Hukum
(Posbakum)
4 Persentase putusan perkara perdata yang 99,50%
Meningkatnya ditindaklanjuti (di eksekusi)
kepatuhan
terhadap  putusan
Pengadilan
Kegiatan Anggaran
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 90.860.000,-

4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp. 3.722.446.000,-
Teknis lainnya Mahkamah Agung RI

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Unsur utama yang harus ada dalam pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan merupakan
Program Utama dan kegiatan pokok merupakan bagian dan program vang dilaksanakan
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oleh satker sebagai bagian dalam pencapaian sasaran terukur dalam satu program.
Program Utama Pengadilan Negen Tanjung Balai Kanmun mengacu pada Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut -

|. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Manajemen peradilan umum

Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun mengacu pada Mahkamah
Agung Rl adalah sebagai berikut

1. Pembinaan Admimstrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Peningkatan manajemen peradilan umum

Antara Program Utama dan Kegiatan Pokok saling berhubungan satu sama lain dan
diukur dengan IKU beserta sasaran hendak dicapai

Tabel 9. Hubungan program utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan IKU

No Program Utama Kegiatan Pokok Sasaran Indikator Kinerja

1 Program Peningkatan | Peningkatan Terwujudnya a Persentase sisa
Manajemen Peradilan | Manajemen peradilan | Proses  Peradilan | perkara  yang
U vang pasti, mmm
. em Transparan  dan | - Pidana
Akuntabel - Perdata

upaya hukum
- Bandimg

- Kasasi

-PK




Program  dukungan

administras dan
pengelolaan
keuangan badan

urusan administrasi

Program Peningkatan
Manajemen Peradilan
Umum

Meningkatnys
Akes  Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan




Program Peningkatan
Manajemen Peradilan

Umum

Peningkatan




Tabel 10.Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 2015-2019

TARGET

PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2015 2006 | 2017 2018 2019
UTAMA
Dukungan Pembinann Peningkatan a Persentase mediasi  yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Manajemen dan Administrasi dan penyelesaian disclesmkan
pelaksanaan tugas Pengelolaan perkarn
tekmis lmnnya Keuangan Badan
Mahkamah Agung Urusan
A deiiarns
. Persentase  mediasi  yang | 10% 10% 15% 20% 22%
. Persentase sisa perkam 100% | 100% 100% 100% 100%
. Persentase  perkara  yang | 9939% | 100% | 98,05% | 99,55% | 99,60%
diselesaikan
¢ Persentase perkara  yang | 99.39% | 99.40% | 99,50% | 99.55% | 99.60%
disclesmkan 5 bulan




Pesentase  perkarn  yang  ndak
mengajukan upaya hukum :

99.60% | 99,75%

98.50%

99.60% | 1

¢.  Peninmpauan Kembali

5333
533 ¢

98,00%

98,25%

manajemen
peradilan wmum

manajemen
peradilan umum

digjukan  banding,  kasasi,

diregister  dan  siap

didistribusikan ke Mayelis

pembernitahuan relas putusan
tepat waktu, tempat dan para

d. | Persentase penyitaan  tepat

waktu dan tempat

-
;
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disediakan secara memadai agar informasi kinerja vang dihasilkan dapat
memenuhi kriteria informasi yang baik

I. TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan
dalam tabel dibawah ini.
Tabel 12. Target dan Realisasi Serta Capaian

1 Terwujudnya awdnpamymg

proses peradilan disclesatkan
yang past Perdata 100% 100% 100%
transparun dan Pidana 100% 100% 100%
Akuntabel
b Persentase perkara
Perdata 98,05% 89,77% 91,55%
Pidana 98.,05% 80.13% 81.72%
Yang diselesaikan tepat waktu
¢ Persentase penurunan sisa perkara
Perdata - 1,11% 11,11%
Pidana - 81,03% 81,03%
d.  Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
Banding 99.60% 96,09% 96,47%
Kasasi 98,50% 99.34% 100%
PK 98% 99.34% 100%
¢.  Persentase perkara anak yang - - -
diselesaikan dengan diversi
f  Indek responden pencan keadilan 95% 73,56% 77.43%
yang puas terhadap layanan
peradilan
Rata- rata capaian 83,93%
2 Peningkatan a Persentase isi putusan yang diterima 100% 100% 100%
efektifitas oleh para pihak tepat waktu
pengelolaan
penyelesman
perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan 15% 13.43% 89.55%
melalui mediasi
¢. Persentase berkas perkara  yang 100% 100% 100%

digjukan Banding, Kasasi dan PK
secarn lengkap dan tepat waktu

d  Persentase putusan perkara yang 100% 100% 100%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara oneline dalam
waktu | han setelah diputus




3. Meningkatnya | a.  Persentase  perkara  prodeo  yang 100% 50% 50%
| akses diselesatkan
peradilan bagi
masyarakat
miskin  dan
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesamkan - - -
diluar gedung Pengadilan
¢ Persentase Pencani keadilan golongan - 100% 100%
tertenty  yang mendapat  layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata — rata Capaian 78%
4 Meningkatnya | Persentase putusan perkara perdata yang | 99,50% 19,60% 19,70%
kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)
terhadap
putusan
pengadilan
Rata-rata capaian 19.70%
Rata-rata capaian sasaran 4 strategis 69.00%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dan 4 sasaran strategis tersebut tidak semua
mencapai target, dimana setelah dianalisis sasaran strategis ke | dan 6 IKU hanva 1 IKU
(Persentase sisa perkara yang diselesaikan) mencapai target dan | IKU (Persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum) tercapai sebagian. Untuk Sasaran Strategis
ke 2 dari 4 IKU hanya | IKU vang tidak tercapai target (Perkara yang diselesaikan melalui
mediasi) sementara IKU yang lain tercapai Sementara Sasaran Strategis ke 3 ada 3 IKU
yang hendak dicapai namun namun ada | IKU yang tidak bisa diukur karena tidak ada
dipengadilan Tanjung Balai Karimun, sementara 2 IKU lagi Cuma | IKU yang mencapai

target vaitu Persentase pencan keadilan

a1




golongan tertentu vang mendapat layanan bantuan hukum. Dan Sasaran strategis ke 4
dari 1 IKU tidak mencapai target.

Tingkat Persentase capatan kinerja ke 4 Sasaran Strategis dapat dilihat dari Diagram
berikut ini:

Diagram 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2017

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

2. ANALISIS REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA 2014 s/d 2017

Analisis Capaian Kinerja merupakan proses perbandingan Akuntabilitas
kinerja sebelumnya dengan Akuntabilitas kinerja vang saat ini, Analisis ini sebagai
ukuran sejauh mana capaian kinerja terealisasi dan diperlukan untuk mendapatkan
umpan balik untuk melakukan perbaikan terhadap rencana kinetja berikutnva.
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Adapun Analisis Realisasi dan Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun Tahun 2014 - 2017 ditinjau dani aspek sasaran strategis adalah sebagai

berikut:

. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan
dan Akuntabel
Sasaran Strategis ini merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran
im dimaksudkan untuk menggambarkan Court bisnis Pengadilan, efektivitas dan
efisiensi penyelengaraan peradilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
dengan mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan terhadap
perkara perdata dan pidana, Perkara yang diselesaikan tepat wakty, penurunan
sisa perkara yang diselesaikan, Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum,
perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi, maupun Indek responden
pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  Sasaran ini
menggunakan 6 Indikator Kinerja Utama

A. Analisis Realisasi Kinerja Sasaran 1 Terwujudnya proses peradilan yang
pasti transparan dan Akuntabel
Tabel 13. analisis Realisasi Kinerja

No |ndikator kinerja Target Realisas|

Utama 2014 | 2015 2016 2017 2014 | 2015 2016 2017

1 Persentase sisa
perkara  yang
diselesaikan
Perdata 100% | 100%

Pidana 100% | 100% | 100%

5§
§

5§
:
§5
§

2 Persentase
perkara
Perdata
Pidana

Yang
diselesaikan
tepat waktu

99,39% | 100% | 98,05% | 72.85% | 82.5% | 77,77% | 89,77%
99,39% | 100% | 98,05% | 90,23% | 88,36% | 89,21% | 80,13%

3 Persentase
penurunan sisa
perkara
Perdata - - - . 26,66% | 22.22% | 100%
Pidana - - - - 5,55% 571% | 8,10%

§5

4 | Persentase
perkara  yang
tidak

mengajukan
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upaya hukum
Banding

99,60% | 91,58% | 97,55% | 97,34%
98,47% | 98,93%
98,00% | 98,02% | 99,39% | 99,73%

555

555

555
5
:

96,09%
99,34%
99,34%

responden
pencari keadllan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan

Total rata-rata

75,44% | 77.11% | 84,15%

85,07%

Diagram 3. Rata-rata Realisasi kinerja dari Sasaran Strategis |

Rata-rata Realisasi kinerja dari Sasaran

Strategis |

N rata-rata reallsasi XU
dari Sasaran Strategis |

Pada Tabel diatas menunjukkan milai realisasi kinerja dari sasaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel. Nilai

tersebut merupakan nilai rata-rata dan masing-masing ke 6 indikator kinerja
utama, nilai ini diperoleh dari jumlah perbandingan antara realisasi masing-

masing IKU tahun yang lalu dan tahun yang berjalan berdasarkan rumus
masing-masing IKU dari nilai tersebut dihitung rata-rata realisasinya, dari




data diatas terlihat jelas perbandingan rata-rata realisasi tersebut dari tahun
2014-2017 meningkat secara signifikan.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. Terwujudnya proses peradilan
yang pasti transparan dan Akuntabel,

Tabel 14. analisis Capaian kinerja sasaran Strategis |

indikator kinerja Target Capaian

Utama 2014 | 2015 2016 2017 2014 | 2015 2016 2017

Persentass sisa
perkara  yang

Perdata 100% | 100%

100% 100% 100%
Pidana 100% | 100% | 100% 100%

58
55
§§

Persentase
perkara
Perdata

§5

99,39% | 100% | 98,05% | 80,94% | B3,00% | 77,77% | 91,55%
95,39% | 100% | 98,05% | 100% B5.90% | 89,21% | B1,72%
Yang

diselesaikan
tepat waktu

Persentase
penurunan sisa

Perdata - . . . 555% | 571% |810% | 100%
Pidana - - - .

perkara  vang
tidak

mangajukan
upaya hukum 100%
Banding 100%

99,60% | 91.58% | 97,55% | 99,03%
98,50% | 94,55% | 98,47% | 98,93%
98,00% | 98,02% | 99,38% | 99,73%

T
351
552

PK

perkara pidana
anak yang

dengan Diversi

Indeks . - 90% 95% - . 78,33% | 7743%

pencari keadilan
yang puas

peradilan

Total rata-rata T747% | 77,24% | B5,11% | BS5,95%




Diagram 4. Rata-rata capaian Kinerja sasaran strategis |

111

Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan nilai capaian kinerja dari
sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel
Nilai tersebut merupakan milai rata-rata dari masing-masing ke 6 indikator
kinerja utama, nilai ini diperoleh dani jumlah perbandingan antara realisasi
masing-masing [KU tahun yang lalu dan tshun yang berjalan dengan target
yang ditetapkan pada dokumen renstra dikali 100 persen, dimana
perbandingan rata-rata capaian tersebut bahwa pada tahun 2016 capaian
kinerja meningkat dari tahun 2015 namun pada tahun 2017 capaian kinerja

tersebut menurun.

Untuk melihat lebih ninci perbandingan antara target dan realisasi dan capaian
kinerja, analisis dilakukan berdasarkan Persentase dari masing-masing Indikator
Kinerja Utama dan ditinjau dani  tahun sebelumnya terdapat 6 indikator kinerja

yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini vaitu

46



1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana dan Perdata

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ini merupakan kinerja majelis
hakim dan PP dalam menyelesaikan sisa perkara tahun yang lalu dan untuk
mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan
cara membandingkan sisa perkara yang harus selesai dibagi dengan sisa
perkara yang diselesaikan dikali 100 persen dan dari hasil analisis persentase
nilai yang diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai
pembanding, data yvang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 15. analisis sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara
vang Sisa perkara Target | Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara harus yang
Diselesai diselesaikan
kan
2014 | Pidana 18 18 100% 100% 100%
Perdata 15 15 100% 100%
2015 | Pidana 3s 35 100% 100% 100%
Perdata 18 18 100% 100%
2016 | Pidana 37 37 100% 100% 100%
Perdata | 13 13 AR 100%
2017 Pidana 11 11 100% 100% 100%
Perdata 16 16 100% 100%
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" Target
B Realisasl
® Capaian

Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017

Dari table dan diagram diatas dijelaskan bahwa target tercapai, dengan kata
lnin realisasi dan tahun 2014 s/d 2017 sesuai dengan target, schingga target
tercapal.

. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan ukuran kinerja
majelis hakim dan PP dalam menyelesaikan perkara perkara tepat waktu
sesuai dengan ketentuan berlaku, tepat waktu disini untuk penyelesaian
perkara tingkat pertama maximal 5 bulan dan perkara tersebut harus wajib
putus sebelum lewat waktu tersebut, dan untuk mengukur persentase
tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan dengan cara membandingkan
jumlah perkama vang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah
perkara yang ada (yang diselesaikan) dikali 100 persen dan dari hasil analisis
persentase nilai yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa
tahun sebelumnya sebagm pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:



- Perkara Perdata

- Tabel 16 analisis perkara perdata yang diselesaikan

| Tahun

2014
2015
2016

2017 ‘

|

|

Perkara larget | Realisasi | Capaian
. vang Perkara yang
Perkam harus diselesaikan
Diselesai
kan | | | .
Perdata 70 | 51 90% 72,85% ‘ 80,94%
|
Perdata 80 66 | 9939% | 82.5% | 83.00%
Perdata 126 98 100% 77.77% | 7177
Perdata { 176 158 98.05% | 89.77% | 9155%

Diagram 6. Analisis perkara perdata yang diselesaikan

HTarget
B Realisasi

! Capalan

Dan table dan diagram diatas terlihat bahwa capaian penyelesaian
perkara perdata meningkat pada tahun 2017 dibanding dengan tahun
sebelumnya, dan nilai im di ambil dari nilai realisasi perkara yang harus
disclesaikan dengan perkara vang diselesaikan dibagi target dikali 100

persen. Terlihat pada tahun realisasi hampir mencapai target dalam
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analisis ini tingkat capaian penyelesaian perkara perdata tepat waktu

sudah baik dan perlu ditingkatkan kembali kinerjanya

- Perkara Pidana

label 17. analisis perkara pidana yang diselesaikan

—_— == , S
Perkara | Target | Realisasi | Capaian
A yang | Perkara yang
Tahun | Pe . ;
- eckane harus diselesaikan
Diselesan
kan | |
- . — ‘ —————— 1
2014 .
Pidana 174 157 90% 90,23% 100%
1
2015 | Pidana 318 281 99.39% | 8836% 88 90%
2016 | Pidana 371 331 100% 89.21% 89.21%
| 2017 | Pidana | 297 239 98.05% | 80,13% 81,72% |

Diagram 7. analisis perkara pidana yang diselesaikan

® Target
Realisasi

® Capalan

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa capaian penvelesaian
perkara pidana menurun pada tahun 2017 dibanding dengan tahun
sebelumnya, dan nilai ini di ambil dari nilai realisasi perkara yang harus

diselesaikan dengan perkara vang diselesaikan dibagi target dikali 100



persen. Terlihat pada tahun 2017 realisasi hampir mencapai target dalam
analisis ini tingkat capaian penyelesaian perkara perdata tepat wakiu
sudah baik dan perlu ditingkatkan kembali kinerjanya.

3. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana

Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana merupakan ukuran
kinerja mayelis hakim dan PP, dan ini merupakan ukuran dari selisih dari sisa
perkara tahun sebelumnya dengan sisa tahun yang berjalan dibagi sisa
perkara tahun sebelumnya dikali 100 persen. Sisa perkara disini maksudnya
perkara yang belum diputus pada tahun berjalan, dan untuk mengukur
persentase tersebut dibutuhkan dawa dan laporan tahunan  dan dan hasil
analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase
beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai
berikut:

- Perkara Perdata

Tabel 18. analisis Penurunan perkara perdata

Sisa perkara | Sisa perkara Target | Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara tahun tahun
sebelumn berjalan

va
2014 | pordara | 15 19 - | 2666% | 26,66%
2015 | Perdata | 18 14 - | 220% | 220%
2016 | Perdata | 13 28 : 100% | 100%

2017 | Perdata 16 18 - 12,5% 125%
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_100%

100,00% <I
80,00% T -
60,00% 1 » Target

g ™ Realisasi
o { / - ® capaian

0,00% f& : 4
2014 2015 2016 2017

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa berhubung IKU sisa penurunan
perkara tidak ada maka tidak ada penctapan target, namun nilai yang
diperoleh diambil dari sisa perkara perdata tahun sebelumnya dikurang sisa
perkara perdata tahun berjalan dibags sisa perkara perdata tahun sebelumnya
dikali 100 persen, maka berdasarkan analisis antara realisasi dan capaian
bernilai sama. Tingkat pencapaian perbandingan tersebut berhasil pada tahun
2016 namun pada tashun 2017 capamnnya sangat menurun dratis ini
dikarenakan sclisih sisa perkara tahun berjalan lebih besar jumlahnya
dibandingkan jumlah sisa tahun sebelumnya.

- Perkara Pidana

Tabel 19 analisis Penurunan perkara Pidana

Sisa perkara | Sisa perkara Target | Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara tahun tahun
sebelumn benalan
va

2014 : 3
Pidana 18 17 - 5,55% 5,55%
2015 | Pidana 35 37 - 5.71% 5.71%
2016 | Pidana 37 40 - 8,10% 8,10%
2017 | Pidana 11 58 - 100% 100%




Diagram 9. Analisis penurunan sisa perkara Pidana

Dan tble dan diagram diatas terlihat bahwa berhubung IKU sisa
penurunan perkara tidak ada maka tidak ada penetapan target, namun nilm
vang diperoleh diambil dan sisa perkara pidana tahun sebelumnya
dikurang sisa perkara pidana tahun berjalan dibagi sisa perkara pidana
tahun sebelumnya dikali 100 persen, maka berdasarkan analisis antara
realisasi dan capaian bemilai sama. Tingkat pencapaian perbandingan
tersebut berhasil pada tahun 2017 meningkat dratis walaupun pada tahun
sebelumnya terjadi penurunan keberhasilan ini dikarenakan selisih sisa
perkara tahun berjalan lebih kecil jumlshnya dibandingkan jumlah sisa
tahun sebelumnya.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Persentase perkara  yang tidak mengajukan upaya hukum  merupakan
perbandingan jumiah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi
Jumlah putussan perkara dikali 100 persen dan ini merupakan kinerja hakim
terhadap putusan yang dikeluarkan apakah dapat memberi kepuasan terhadap
masyarakat atau belum, secara hukum semakin sedikit yang mengajukan
upaya hukum semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap putusan
pengadilan. Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dan
laporan tahunan dan dari hasil analisis milai persentase yang diperoleh
dibandingkan dengan persentase beberapa thun sebelumnya sebaga
pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:



Banding

Tabel 20. analisis perkara Perdata yang tidak mengnjukan upaya hukum banding

Perkara yang Target | Realisasi | Capaian
tidak Perkara yang
Tahun | Perkara <
mengajukan putus
upaya
hukum
2014
Perdata 39 45 100% 86,66% 86.66%
2015 | Perdata 42 46 100% 9130% | 9130%
2016 | Perdata 42 49 98.50% | 8571% | 87.01%
2017 | Pidana 44 51 99.60% | 8627% | 86,61%

Diagram 10. Analisis Perdata yang tidak mengajukan banding

100,000 , 100,00% o ggyg s 99,60%

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa perkara perdata yang tidak
mengajukan banding menurun dan tahun sebelumnya ini dikerenakan
banyaknya para pihak tidak puas terhadap putusan hakim persentase
capaian meningkat tajam pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 terjadi
penurunan lagi begitu juga pada tahun 2017 nilai capatan tersebut dan
perbandingan nilai realisasi dengan target dikali 100 persen.




Tabel 21. analisis perkara Pidana yang tidak mengajuka

n upaya hukum banding

[ ' |
Pcrkarg yang Target Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara tidak Perkara yang
mengajukan putus |
upaya i
hukum
2014 Pidana 146 157 100% 92 99% 92.99%
2015 | Pidana 277 28] 100% 98 57% 98.57%
2016 | Pidana 325 328 98 50% | 99.08% 100%
2017 | Pidana 233 238 99.60% | 97.89% 98.28%

Diagram | 1. Analisis Pidana yang tidak mengajukan banding

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa perkara Pidana vang tidak
mengajukan banding menurun dari tahun sebelumnya ini dikerenakan
banyaknya para pihak tidak puas terhadap putusan hakim, persentase
capalan meningkat tajam pada tahun 2016 namun pada tahun 2017
terjadi penurunan,milai capaian tersebut dan perbandingan milm realisasi

dengan target dikali 100 persen,

Kasasi




Tabel 22 analisis perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

Kasasi
Perkara yang Target | Realisasi | Capaian
tidak Perkara yang
Tah Perk ,
. "™ | mengajukan putus
upaya
hukum
2014 . ;
Perdata 44 45 100% 97.77% | 97.77%
2015 | Perdata 43 46 100% 9347% | 9347%
2016 | Perdata 45 49 100% 91,83% | 91.83%
2017 | Perdata 51 51 98,50% 100% 100%

Diagram 12. Analisis Perdata yang tidak mengajukan banding

2014 2015 2016 2017

Dan table dan diagram diatas terlihat bahwa perkara perdata vang tidak
mengajukan kasasi meningkat pada Tahun 2017, dimana pada tahun im
tidak yang mengajukan upaya hukum kasast dikerenakan banyaknya para
pihak puas terhadap putusan hakim sementara pada tahun sebelumnya
capaiannya menurun masih banyak para pihak mengajukan kasasi nilai
capaian tersebut dari perbandingan nilai realisasi dengan target dikali 100
persen.




Tabel 23, analisis perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Perkara yang Target | Realisasi | Capatan
tidak Perkara yang
Tah Perkara :
- mengajukan putus
upaya
hukum
2014 | .
Pidana 147 157 100% 93,63% 93,63%
2015 | Pidana 279 281 100% 9928% | 99,28%
2016 | Pidana 328 328 98,50% 100% 100%
2017 | Pidana 236 238 9960% | 99,16% | 9955%

Diagram 13. Analisis Pidana yang tidak mengajukan kasasi

2014 2015 2016 2017

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa perkara Pidana yang tidak
mengajukan kasasi menurun dari tahun sebelumnya im dikerenakan
banyaknya para pihak tidak puas terhadap putusan hakim, persentase
capaian meningkat tajam pada tahun 2016 namun pada tahun 2017
terjadi penurunan,nilai capaian tersebut dan perbandingan nilai realisasi
dengan target dikah 100 persen.

- Peninjauan Kembali

57




Tabel 24. analisis perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Perkara vang Target | Realisasi | Capaian
l tidak Perkara yang
Lo mengajukan putus
upaya
hukum
2014 :
Perdata 45 45 100% 100% 100%
2015 | Perdata 46 46 100% 100% 100%
2016 | Perdata 49 49 100% 100% 100%
2017 | Perdata 51 51 98,00% ' 100% 100%

Diagram 14, Analisis Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK

i \N\*/ Target

2014 '
205 2018 2019

Dan table dan diagram diatas terlihat bahwa capaian dari tahun ketahun
100 persen, discbabkan tidak ada para pihak mengajukan upaya hukum
PK perkara Perdata, target dengan realisasi tercapai, karena para pihak
puas terhadap putusan hakim, nilai capaian tersebut dan perbandingan
nilai realisast dengan target dikali 100 persen




6. Indeks responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
merupakan persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan,
untuk menentukan hasil tersebut dengan dilakukan survey kepuasan terhadap
100 responden dan masing-masing diberi pertanyaan secara tertulis dan
langsung dijawab, hasil dan jawaban tersebut dikelompokkan sesuai dengan
interval nilai yang ditentukan dan dari hasil analisis persentase nilai yang
diperoleh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding,
data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 26. Indeks responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun Responden Target Realisasi | Capaian
2014 . B - 3
2015 - i - A
2016 100 orang 90% 7050% | 7833%
2017 100 orang 95% 73.56% | 77.43%




Diagram 16. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dan Tabel dan diagram diatas terlihat jelas realisasi Tahun 2017 dan tahun
sebelumnya meningkat namun capaian nya menurun ini dikarenakan target
yang ditetapkan terlalu tinggi dan keinginan para pencan keadilan tidak ada

yang sama

Sasaran Strategis : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara

Sasaran Strategis ini merupakan sasaran ke 2 dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja SDM aparatur pengadilan di
bidang Admimstrasi pengelolaan perkara, ecfektivitas dan  efisiens:
penyelengaraan administrasi perkara  di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Kanmun dengan mengukur tingkat Isi putusan vang diterima para pihak tepat
waktu, ukuran i mengukur kinerja jurusita, Indikator berikutnya Perkara yang
disclesaikan melalui mediasi, ini mengukur kinerja hakim mediator dengan pam
pihak, indicator selanjutnya berkas perkara vang diajukan banding kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat wakty, ini mengukur kinerja pegawai dalam mencapai
terib admimstrasi dalam penyelesaian upaya hukum vang diajukan para pihak
sampai pada berkas dikirim, dan yang terakhir adalah putusan perkara vang
menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus, indicator ini mengukur sejauh mana kinerja aparatur bekerja
sesual SOP dalam menginput SIPP dan Direkton putusan sehingga akan tercapm

one day one publish. Sasaran im menggunakan 4 Indikator Kinerja Utama
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A. Analisis Realisasi Kinerja Sasaran 2 Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel 27. analisis Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No Hikator kinerja Utama Target Realisasi

2014 | 2015 2017 2014 2016 2017

2016 2015
1 Persentase Isi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100%

putusan Yang
diterima oleh para

pihak tepat waktu

2 Persentase perkara
vang diselesaikan 10% 10% 10% | 15% 1666% | 6,78%% | 2,66% 13.43%
melalul mediasi

3 Persentase berkas
perkara vang
diajukan  Banding, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100%
Kasasi dan PK
secara lengkap dan
tepat waktu

dapat diakses
secara oneline
dalam waktu 1 hari
setalah putus

Total rata-rata 79,16% | 76,69% | 75,66% | 78,35%




Diagram 17. Rata-rata realisasi IKU dan Sasaran Strategis 2

Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan nilai realisasi kinerja dari
sasaran Peningkatan Efckuvitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Nilai
tersebut merupakan nilai rata-rata dari masing-masing ke 4 indikator kinerja
utama, nilai i1 diperoleh dan jumlah perbandingan antara realisasi masing-
masing IKU tahun yang lalu dan tahun yang berjalan berdasarkan rumus
masing-masing |KU dan nilai tersebut dihitung rata-rata realisasinya, dari
data diatas terlihat jelas perbandingan rata-rata realisasi tersebut pada tahun
2017 meningkat dan tahun 2016 dan pengaruh terbesar beruda pada
realisusi persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi vang
meningkat tajam.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 28 analisis Capaian kinerja sasaran Strategis 2

No Hikator kinerja Utama Target Capaian

2015 | 2016 | 2017 2014 | 2015 2016

2017

1

2014
Persentase Isi 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
putusan yang

ditennma oleh pars
pihak tepat waktu

100%

Persentase perkara
yang diselesalkan
maelalui mediasi

67.8%

26,6%

89,53%

Persentase berkas
perkara yang
diajukan Banding,
Kasasl dan PX

secara lengkap dan

100%

100%




tepat waktu
Persentase putusan

‘ perkara yang

maenarik perhatian 100% | 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100%

masyarakat yang

dapat diakses

secara oneline

‘ dalam waktu 1 har

satelah putus

———
.
.
' i
.
4

el J

 Total rata-rata 7 | 100%  [51,95% | 81,65% | 97,38% |

—

Diagram |8. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2

Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan nilai capaian kinerja dan
sasaran Strategis  Peningkatan Efektivitas  Pengelolaan  Penyelesaian
Perkara. Nilai tersebut merupakan nilai mata-rata dan masing-masing ke 4
indikator kinerja utama, nilat im diperoleh dari jumlah capaian masing-
masing IKU tahun yvang lalu dan tahun yang berjalan dan masing -masing
IKU rtersebut dihitung rata-rata realisasinya, dari data diatas terlihat jelas
perbandingan rata-rata realisasi tersebut pada tahun 2017 meningkat dan
tahun 2016 dan pengaruh terbesar berada pada realisasi persentase perkara

vang diselesaikan melalui Mediasi yang meningkat tajam

Untuk melihat lebih rinci perbandingan antara target dan realisasi dan capaian

kinerja, analisis dilakukan berdasarkan Persentase dan masing-masing Indikator



Kinerja Utama dan ditinjau dari  tahun sebelumnya terdapat 4 indikator kinerja
yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu -

Persentase isi putusan yang ditennma oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat wakiu merupakan
perbandingan jumlah putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah
putusan dikali 100 persen, persentase ini mengukur kinerja jurusita dalam
menyampaikan relas putusan tepat waktu. Untuk mengukur persentase
tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan  dan dan hasil analisis nilai
persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase beberapa tuhun
sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 29 analisis isi putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu

Jumlah
Isi putusan Target | Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara di”‘?% Jumish
lepal
wakiu
2014 | Perdata 45 45 100% 100% 100%
b y
2015 Perd 46 46 100% 100% 100%
100% 100% 100%
2016 |Perdaa| ¥ o
2017 | Perdata 51 51 100% 100% 100%




Dhagram 19. Analisis isi putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu

| 100%  100%  100%  100% 1

® Target
|
|

W Realisas|

m Capaian

2014 2015 2016 2017

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa Target, Realisasi dan capaian
dan tahun 2014-2017 berjumlah persentase sama, ini menunjukkan jumlah
perkara yang telah diselesaikan seimbang dengan relas putusan yang telah
diselesaikan oleh jurusita, tingkat keberhasilan kinerja maksimal

Tabel 30. analisis isi putusan perkara pidana vang diterima tepat waktu

Jumlah
Isi putusan Target | Realisasi | Capaian
E yang Jumlah
Talum. | Perkam diterima putusan
tepat
waktu
2014 | Pidana 157 157 100% 100% 100%
2 ) s | . :
2015 Pidana 281 281 100% ‘ 100% 100%
100% 100% 100%
2016 | Pidana | 2 558 |
2017 Pidana | 238 _ 238 100% ‘ 100% 100%




Diagram 20. Analisis isi putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu

(]

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa Target, Realisasi dan capaian
perkara pidana dari tahun 2014-2017 berjumlah persentase sama, ini
menunjukkan jumlah perkara yang telah diselesaikan seimbang dengan relas
putusan yang telah diselesaikan oleh jurusita, tingkat keberhasilan kinerja
maksimal.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  merupakan
perbandingan jumlah perkara yang diselesatkan melalui mediasi dibagi
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100 persen, persentase ini
mengukur kinerja hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dalam
berperkara, Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari
laporan tahunan dan dan hasil analisis nilai persentase yang diperoleh
dibandingkan dengan persentase beberapa tahun sebelumnya  sebagai
pembanding, data yang diperoleh sebagai berikut:



Tabel 31. analisis 151 putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu

Jumlah _
peryl::; jmish ped Target | Realisasi | Capaian
: vang
Tahun | Perkara diselesat dilakukan
kan tiasi
melalui
medias:
2014 | Perdata 48 9 10% 16,66% 100%
2015 Perd 59 4 10% 6,78% 67.8%
75 ? 10% 2.66% 26,6%
2016 | Perdata
2017 | Perdata 67 Bl 15% 13.43% | 89.53%

Diagram 21. Analisis perkara yang diselesaikan melalui mediasi
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Dan table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 capaian
perkara yang disclesaikan melalui mediasi meningkat dari tahun 2016, ini
menunjukkan bahwa para pihak lebih cendrung melakukan perdamaian dan
kinerja hakim mediator meningkat




3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu,
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu merupakan perbandingan jumlah berkas perkara
vang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlsh
berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi,dan PK dikali 100 persen
persentase ini mengukur kinerja aparatur pengadilan dibidang administrasi
untuk tertib administrasi dalam pengiriman berkas banding, kasasi, PK,
Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dan laporan tahunan
dan dari hasil analisis nilai persentase yang diperoleh dibandingkan dengan
persentase beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data vang
diperoleh sebagai berikut:

Tabel 32. analisis berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK

Jumlah | Target | Realisasi | Capaian

Berkas

Tahun | Perkara | Perkara vang diajukan yang

upayva hukum diajuka

N upaya

hukum

Banding | Kasasi | PK

2014 | Pidana 11 10 4 25 100% 100% 100%
Perdata 6 1 0 7 100% 100% 100%
2015 | Pidana - 2 2 8 100% 100% 100%
Perdata R 3 0 7 100% 100% 100%
2016 | Pidana 3 0 1 4 100% 100% 100%
Perdata 7 4 0 1 100% 100% 100%
2017 | Pidana 5 2 2 9 100% 100% 100%




100% 100%

e

7| o

= Target
= Realisasi
Capaian

Dan table dan diagram distas terlihat bahwa pada tahun 2017 target,
realisasi, capaian berkas perkara yang diajukan upaya hukum sebanding
persentase nya itu berarti mencapai keberhasilan dan kinerja tersebut, dan
nilai tersebut juga tidak berubah dan tahun sebelumnya

4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyrakat vang dapat
diakses secara oneline dalam waktu 1 han putus.

Persentase putusan perkara yang menank perhatian masyrakat yang dapat
diakses secara oneline dalam waktu | hani putus. merupakan perbandingan
jumlah berkas perkara narkoba yang diupload dalam website dengan jumlah
perkara yang diputus  dikali 100 persen.  persentase ini mengukur kinerja
Majelis hakim dan PP untuk mencapai one day one publish dalam
menginput putusan baik di SIPP maupun tercatat di direkton putusan hasil
analisis nilai persentase vang diperoleh dibandingkan dengan persentase
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beberapa tahun sebelumnya sebagai pembanding, data yang diperoleh
sebagai berikut

Tabel 33, analisis putusan yang menarik perhatian masyarakat (narkoba)

Yang diakses secara oneline

l Jumlah |
pm\l;S:; Jumlah Target | Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara _\';mg di lva;\g
upload :
fal diputus
website
2014 | Pidana 202 202 100% 100% 100%
|
\
|
MNIS 2 0/ Y y
2015 Pid 327 327 100% 100% 100%
|
100% | 100% 100%
. 2016 Pidana 377 a9
|
2017 Pidana 96 | 96 | 100% 100% 100%

Diagram 23. anahisis putusan yang menarik perhatian masyarakat (narkoba)

Yang diakses secara online

o Targat
v Realisas!
Capalan

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 target,
realisasi, capaian putusan vang diaupload tersebut sebanding persentase nya
itu berarti mencapai keberhasilan dani kinerja tersebut, dan nilai tersebut
Juga tidak berubah dan tahun sebelumnya
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3.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis in1 merupakan sasaran ke 3 dalam rencana strategis. Sasaran
ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengadilan dalam memberi
pelavanan kepada masvarakat miskin dan terpinggirkan secara efekuf dan
efisiensi dengan mengukur tingkat Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
ukuran im mengukur scjauh mana kinerja hakim dan PP dalam menyelesaikan
perkara prodeo, Indikator berikutnya Persentase perkara yang diselesaikan diluar
gedung pengadilan, dan indicator Persentase pencan keadilan golongan tertentu
vang mendapat layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum).  Sasaran ini
menggunakan 4 Indikator Kinernja Utama

A. Analisis Realisasi Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel 34 analisis Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

No Hikator kinerja Utama Target Realisasi

2017

1

2014 | 2015 | 2016 | 2017 2014 | 2015 2016
Persentase perkara 100% | 100% | 100% | 100% | 0% 0%

prodeo yang
disalesalkan

100%

Parsentase perkara
yang diselesaikan - - - - . - -
diluar gedung
pengadilan

Persentase pencari
keadflan golongan
tertentu yang - . - 100% | - . -
mendapat layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Total rata-rata 0 0 0




Diagram 24 Rata-rata realisasi IKU dari Sasaran Strategis 2

Rata-rata Realisasi kinerja

B Target

Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan nilai realisasi kinerja dan
sasaran Memingkatnya akses peradilan bagi masvarakat miskin  dan
terpinggirkan . Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari masing-masing
ke 3 indikator kinenja utama, nilai im diperoleh dan jumlah perbandingan
antara realisasi masing-masing IKU tahun yang berjalan berdasarkan rumus
masing-masing [KU dan nilai tersebut dihitung rata-rata realisasinya, dan
data diatas terlihat jelas pada tahun 2017 indikator persentase perkara prodeo
yang diselesatkan dan indicator persentase pencari keadilan golongan
tertentu vang mendapatkan layanan bantuan hukum target tercapai
sementara tahun sebelumnya tidak ada perkara prodeo yang masuk dan
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum,

schingga tidak bisa diukur sehingga tidak bisa menjadi pembanding

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel 35 analisis Capaian kinenja sasaran Strategis 3

iNo ihtorlim_mi?(mrm | Target Capaian

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016

2017

KB

|

Persentase perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | O% | O% | 0%
‘ prodeo yang
disalesaikan | '

1 2

L

| Persentase perkara
yang diselesalkan . . . - ’ .
diluar gedung

pengadilan |

100%
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3 Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang - - 100% | - - -
mendapat layanan
Bantuan  Hukum
(Posbakum)
Total rata-rata 0 0 0

Diagram 25. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3

Rata-rata Capaian kinerja

w2014
» 2015
m20156
#2017

Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan nilai realisasi kinerja dan
sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan . Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari masing-masing ke
3 indikator kinerja utama, nilai in diperoleh dari jumlah perbandingan antara
realisasi masing-masing IKU tahun yang berjalan berdasarkan rumus masing-
masing IKU dan mlai tersebut dihitung rata-rata realisasinva, dan data diatas
terlihat jelas pada tahun 2017 indikator persentase perkara prodeo yang
diselesaikan dan indicator persentase pencan keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum  target lercapai sementara tahun
sebelumnya tidak ada perkara prodeo yang masuk dan pencan keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum, sehingga tidak
bisa diukur sehingga tidak bisa menjadi pembanding

Untuk melihat lebih nnci perbandingan antara target dan realisasi dan capaian
kinerja, analisis dilakukan berdasarkan Persentase dari masing-masing Indikator
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Kinerja Utama dan ditinjau dari  tahun sebelumnya terdapat 3 indikator kinerja
yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis in1 yaitu :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan merupakan perbandingan
jumlah perkara prodeo yang disesesaikan dengan jumlah perkara prodeo
dikali 100 persen, persentase ini mengukur kinerja majelis hakim dan PP
dalam menyelesaikan perkara prodeo, Untuk mengukur persentase tersebut
dibutuhkan data dan laporan tahunan  dan dari hasil amalisis nilai
persentase  yang diperoleh tdak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya berhubung tahun sebelumnya belum ada perkara prodeo masuk,
data yang diperoleh sebaga berikut:

Tabel 36. analisis perkara prodeo

Jumlah _ ‘
Perkara Tolat Target | Realisasi | Capaian
Tahun | Perkara ':m'nd: perkara
diselesai prodeo
kan
2014 | Perdata - - 100% 0% 0%
2015 Perdata - ) 100% 0% 0%
. ¢ 100% 0% 0%
2016 | Perdata
2017 | Perdata 1 | 100% 100% 100%




+

Diagram 26. Analisis perkara prodeo

Dan table dan diagram diatas terlihat bahwa pada whun 2017 target,
realisasi, capmian perkara prodeo yang masuk dengan perkara yang
diselesaikan berjumlah sama dan target sebanding realisasi dan capaian
persentase nya itu berarti mencapai keberhasilan dan kinerja tersebut,
walaupun pada tahun sebelumnya tidak ada perkara prodeo yang masuk

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tahun 2014 s/d 2017 ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

belum pernah mengadakan sidang diluar gedung pengadilan karena tidak ada
Zetting Plat

Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan
Bantuan Hukum (Pos Bakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan
Bantuan Hukum (Pos Bakum) merupakan perbandingan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
dengan jumlah pencan keadilan golongan tertentu dikali 100 persen,
persentase ini mengukur Kinerja pengadilan dalam memberi layanan hukum
secara murah tanpa dipungut biaya, dan ini merupakan tujuan pengadilan
untuk mencapai setiap pencan keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
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Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 37, analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan

bantuan hukum
jumlah pencan
keadilan Jumlah Target | Realisasi | Capaian
golongan pencari
Tahun tertentu vang keadilan
golongan
layanan tertentu
bantuan hukum
2014 - - - 0% 0%
0} - 1 - 0% 0%
2016 : : - 0% 0%
2017 2 2 100% 100% 100%

Diagram 27 Analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 target,
realisasi, capaian pencan keadilan golongan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum yang masuk dengan Jumlah pencari keadilan
golongan tertentu berjumlah sama dan target sebanding realisasi dan
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Untuk mengukur persentase tersebut dibutuhkan data dari laporan tahunan
dan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 37, analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan

bantuan hukum
jumlah pencan
keadilan Jumlah Target | Realisasi | Capaian
golongan pencari
Tahun tertentu yang keadilan
mendapatkan golongan
layanan tertentu
bantuan hukum
2014 - . - 0% 0%
2015 = . i 0% 0%
2016 - - - 0% 0%
2017 2 22 100% 100% 100%

Diagram 27 Analisis pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 target,
realisasi, capaian pencan keadilan golongan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum yang masuk dengan Jumlah pencari keadilan

golongan tertentu berjumlah sama dan target

sebanding realisasi dan




capaian, kesimpulan ada keberhasilan terhadap indicator walaupun pada

tahun sebelumnya tidak ada layanan pos bakum yang masuk

Sasaran Strategis : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis im merupakan sasaran ke 4 dalam rencana strategis. Sasaran

ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengadilan khususnya panitera

dan jurusita dalam pelaksanaan cksckusi terhadap putusan vang diajukan

cksekusi  efektif dan efisiensi dengan mengukur tingkat Persentase putusan
perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan eksekusi, Sasaran ini menggunakan

| Indikator Kinerja Utama

A. Analisis Realisasi

terhadap putusan pengadilan

Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kepatuhan

Tabel 38 analisis Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4

No | Indikator kinerja Target Realisas
= Utama 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2018 2017
1 | Persentase putusan | 100% | 100% | 100% |99,60% [222% |652% |B16% | 19,60% |
perkara perdata
yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) |
Total 222% | 652% | B16% | 19,

Diagram 28 Rata-rata realisasi IKU dan Sasaran Strategis 4

Realisasi kinerja

Terget
® Raalisasi




Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan nilai realisasi kinenja dari
sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan = Nilai
tersebut merupakan nilai indikator kinerja utama, nilai i diperoleh dari
jumlah perbandingan antara realisasi IKU tahun yang berjalan berdasarkan
rumus masing-masing IKU, dan data diatas terlihat jelas pada tahun 2017
realisasi indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) meningkat dan tahun sebelumnya.

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan
Tabel 39 analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
No | Indikator kinerja Target Capaian
Utama 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 2016 2017

1 Persentase putusan 100% | 100% | 100% | 99,60% | 2,22% | 652% 8,16% 19,67%

perkars  perdata

yang ditindaklanjut|

(dieksekusi)
Total 222% | 652% | 816% | 19.67%

Diagram 29. Rata-rata Capaian IKU dari Sasaran Strategis 4

Capaian kinerja
20,00% -
15,00%
10,00% 5,52% m Capaian
5,00%
0,00%

2014 2015 2016 2017

Pada Tabel dan diagram diatas menunjukkan mla  capaan kinerja dan
sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan = Nilai tersebut
merupakan nila) indikator kinerja utama, nilai i diperoleh dan jumlah
perbandingan antara realisasi dibagi target kali 100 persen dari data diatas




terlihat jelas pada tahun 2017 realisasi indikator persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 40.analisis putusan perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi)

Putusan Jumish 1 o roet | Realisssi | Capein
perkara prstisn
Tahun yang Perkara
ditindaklan | Y78 sudah
i
2014 | 45 100% | 222% | 222%
2015 3 46 100% | 652% | 6.52%
2016 4 49 100% | 8.16% | 8.16%
2017 10 51 99.60% | 19.60% | 19.67%

_Diagram 30. Putusan yang ditindaklanjuti (dicksckusi)
100% 100% 100%

» Target
® Realisasi

2014 2015 2016 2017

Dan table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 target,
realisasi, capaian putussan vang ditindaklanjuti (dieksckusi) persentase
capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya. Namun target yang ditetapkan
belum bisa tercapai keberhasilannya.



3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENCANA
STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negen Tanjung Balai
Kanmun Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra
tersebut merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Pengadilan Negen Tanjung balan kanmun dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Negen Tanjung Balai Kanimun mengacu pada Renstra
mahkamah Agung Rl dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJIM) 2015-
2019 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu | (satu)
sampai dengan S (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala dan dijabarkan kan kedalam program
dan diuraikan kedalam rencana tindakan serta didukung dengan anggaran yang
memadai dan didukung sarana dan prasarana yang ada serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan pada lingkungan Pengadilan Negen Tanjung Balai Karimun
baik internal maupun ekternal sebagai variable strategis. Dokumen Renstra mengacu
pada Indikator Kinerja Utama. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negen Tanjung
Balai Karimun tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan
dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang
semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh
organisasi kepaniteraan dan  kesckretariatan peradilan Maka dengan keluamya
peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah
mereviu [ndikator Kinerja Utama (IKU) vang digunakan, diselaraskan dengan kinerja
yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretanatan,
sasaran strategis kinerja utama vang akan dicapai Pengadilan Negen Tanjung Balai
Karimun antara lain
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Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

2. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat maskin dan terpinggirkan

3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

diuraikan sebagai berikut:

Tabel 41 Hubungan Target dangan Realisasi

Adapun hubungan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Sasaran |ndikator kinerja Target Realisasi
Strategis Utama
016 | 2015 | 3018 | 2017 | o | 2009 | 2034 | 2018 016 2037
I Persentase sisa
’fmmm
ye Proses | yelesalkan wos | w008 |00 |1wow | jwow | ox | wow | 10w | 100w | j00m
MMM wow | toox | toos | wow 100w | toow | wow | 100 | 100w | 100w
yang pasti
Transparan | Pldana
dan
Akuntapel
Persentase
perkara 1Wwos | waew | joox | saosw | vew | wew | zzaew s | o | sarmw
Perdata 0% | vaew | 100N | saosw | j0om | joow | sagew | maaes | emniw | soniw
Pidana
Yang
diselesalkan
tepat waktu
Persentase
penurunan sisa
perkara to0% | toow | ssex | 2w | 100w | tasw
Perdata soow  |joow | ssss | saw | siom | soom
Pidana
Persentase
perkara  yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding won | 100w wuon | e | 9rsos | snson | sises | wass | sraew | weoes
Kasasi 100% | 1006 | 100w | sasow | sessw | sacow | sassw | snerw | saeaw | wmaex
PK wos | wowm | joom | seoow | ostom | wesom | saoow | wmaew | saraw | ssaew
Persentase
perkara pidana
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Persentase
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pengadilan
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mendapat
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Hukum (Pos

Bakum)
4 Parsentase 100% | 100% 100% mEN | I 0% 0% | &% (ST 19,00%
Meninghut putusan perkara

kepatuhan | Perdata  yang
terhadap ditindaklanjuti
putizsan (dieksekusi)

Total rata-rata s | 7o LI%__)

Diagram 31 Rata-rata Realisasi Kinerja

Total Rata-rata Realisasi
kinerja pertahun

¥ Total Rata-rata
Realisasi kinerja
partahun

2014 2015 2016 2017

Dari data Tabel dan Diagram diatas terlihat jelas perbandingan Target pada Dokumen
Renstra dengan Realisasi Kinerja yang didapat, dan perbandingan ini dilihat dari
tahun sebelumnya, hasil analisis membuktikan bahwa tiap tahun kinerja Pengadilan
Negenn Tanjung Balai Kanimun meningkat dani tahun sebelumnya walaupun
pencapaian target masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat factor
kegagalan vang menjadi penurunan kinerja

4. ANALISIS PENURUNAN DAN PENINGKATAN KINERIJA.

A. POTENSI KEGAGALAN / PENURUNAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negen Tanjung
Balai Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif vang harus
disclesaikan untuk meningkatkan kinera Pengadilan. Berikut imi identifikasi



potensi dan permasalahan yang menjadi factor menurunnya kinerja di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun ditinjau dari beberapa aspek sasaran strategis -

|. Sasaran Strategis]: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan
Akuntabel

Dan 6 indikator yang diukur ada 2 yaitu berdasarkan analisis ada 2 indikator
yang tidak berhasil yaitu Persentase perkara perdata dan pidana yang
diselesaikan tepat waktu, persentase ini menurun dan tahun sebelumnya dan
Indeks responden pencan keadilan yang puas terhadap layanan peradilan,
walaupun indek im tidak mencapai target namun persentasenya meningkat
dari whun sebelumnyn, Faktor penyebab  penurunan tersebut adalah:
Menurunnya Produktifitas Penyelesaian Perkara dimana minimnya persentase
penyelesaian perkara perdata dan pidana yang tepat waktu dan indek kepuasan

masyarakat terhadap putusan Peradilan factor utama yang mempengaruhi
adalah :

1. Keterbatasan SDM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
tidak akan terlepas dan penguatan sumber daya manusia baik yang terkait
dengan tekms peradilan maupun non teknis peradilan, Dalam hal im
kerterbatasan jumlah SDM menjadi masalah dalam Peradilan, jumlah
perkara yang masuk untuk diproses tidak seimbang dengan SDM yang
akan menyelesaikannya disamping itu juga kualitas SDM yang ada masih
Jauh dari yang diharapkan untuk mencapai Visi dan Misi sehingga ukuran
kinerja pun mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara sesuai target
waktu secara nasional. Disamping itu juga masih lemahnya pemahaman
terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum
sesual dengan kompetensi, dan beban kepga belum merata yuitu ada
beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi
lainnya beban kerjanya cenderung rendah,



2. Adanya perkara perdata yang pihaknya berada diluar negeri, dimana
proses pemanggilan sidang harus melalui prosedur pemanggilan luar
negeri dan memakan waktu yvang lama lebih kurang 3 bulan

3. Pama pihak berada dipulau-pulau sehingga sulit dipanggil dikerenakan
jarak.

4 Ada perkara pidana yang putusnya tidak tepat waktu dikerenakan
terdakwanya tidak ditahan.

5. Banyaknya perkara yang putus tapi belum minutasi menjadi factor
penyebab lemahnya produktifitas penyelesaian perkara.

6. Masih banyaknya perkara yang mengajukan upava hukum Banding,
Kasasi, dan PK.

Hal imi terkait dengan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap putusan
Pengadilan khususnya Putusan Hakim dimana masih perlu peninjauan
ulang putusan melalui upaya hukum, dan inilah yang menjadi masalah
konkrit dimana court Bisnmis Peradilan masith memjadi tolak ukur
masyarakat dalam menilai sejauh mana responden masyarakat yang puas
terhadap layanan Peradilan permasalghan ini terjadi  dikarenakan
Pengadilan Negen Tanjung Balai Kanimun Belum memiliki mekanisme
evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Kanmun.

7. Penctapan target terhadap Indeks responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan terlalu tingg: sehingga capaian tidak berhasil.
Masyarakat masih mengeluhkan pelayanan peradilan dalam persidangan
kerana tidak tepat waktu schingga mereka harus menunggu lama untuk
sidang sebagai saksi.

Upaya yang ditempuh untuk memngkatkan produktfitas penyelesaian perkam
khususnya perkara pidana dan perdata vang diselesaikan tepat waktu dan



meningkatnya ketdakpuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan
khususnya terhadap putusan peradilan Maka diperlukan mekanisme
percepatan penyelesaian perkara vang Akuntabel dan aparatur yang terkait
dalam court bisnisnya peradilan harus bisa meningkatkan terus Kineganya
dalam penyelesaian perkara dan im merupakan kebijakan pimpinan untuk
memacu tingkat minutasi perkara dan meningkatkan putusan yang berkwalitas
dalam upaya kebijakan penguatan sumber daya manusia dibidang teknis
peradilan dimana Mahkamah Agung dimana dilakukan dengan cara memberi
kesempatan kepada Hakim untuk bisa belajar banyak melalu berbaga: diklat
pelatithan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun
Juru sita., schingga para pencan keadilan merasa puas dan akan berdampak
menurunnya para pencan keadilan mengajukan upaya hukum. Kebijakan lain
telah diupayakan diadakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Dan mengukur kinena
aparatur peradilan khususnya Bagian Teknis melalui Sistem SIPP, Sistem ini
dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara
dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intem
maupun public dan saat ini sudah beralan dan im merupakan kebijakan yang
dibuat oleh MA RI untuk mengukur kinerja, walaupun system yang dirancang
belum sepenuhnya sempuma tetapi sudah sangat membantu bagi pimpinan
untuk menilai bawahannya terkait kinerja penyelesaian perkara.  Untuk
meningkatkan pelayanan dalam proses persidangan tepat waktu pimpinan
perlu membuat suatu kebijakan yang berkoordinast kepada jaksa untuk tepat
waktu datang dan majelis hakim harus mempercepat langkah untuk
melakukan persidangan setelah terdakwa awu para pihak datang Schingga
tidak bertele-tele.

. Sasaran Strategis 2:Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Dan 4 indikator yang diukur yaitu berdasarkan anahisis ada 1 indikator yang
tidak berhasil yaitu Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi,

persentase im bdak mencapai target namun demikian indek persentase
meningkat dani tahun sebelumnya.  Faktor penyebab penurunan tersebut
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adalah: Menurunnya keberhasilan mediasi, Setiap perkara perdata yang masuk
kepengadilan wajib melalui Mediasi, menurunnya tingkat berperkara
dipengadilan merupakan target kedepan, namun pada kenyataannya dari tahun
ketahun yang berjalan persentase yang diperoleh tidak mencapai target yang
ditetapkan, i1 merupakan salah satu masalah dalam peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara khususnya mediasi yang memperoleh akte
perdamaian. Factor utama yang mempengaruhi adalah

. Rasa tidak puasnya para pihak untuk berdamai menjadikan hakim harus

melanjutkan perkara, sehingga meningkatnya penunggakan perkam
diperadilan

"

Sebagian dari kuasa hukum para pihak tidak konsisten untuk mencapai
suatu kesepakatan perdamaian

3. Masih adanya para pihak yang menginginkan disclesaikan dipersidangan
karena merasa lebih puas terhadap putusan hakim dani  pada
menyelesaikan perkama melalum mediasi.

Upaya yang ditempuh pimpinan harus bisa menerapkan kebijakan kepada
Hakim Mediator untuk bisa meyakinkan para pihak hal vang terbaik adalah
perdamaian, dan harus bertindak seadil adilnya sehingga para pihak merasa
puas terhadap keputusan perdamaian tersebut, saat ini sudah ada peraturan
yang mengatur mediasi yaitu Perma No. | Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Penngadilan yang merupakan kebyjakan MA Rl sebagai
keseragaman semua peradilan.

- Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

. Persentase Putusan yang dieksekusi menurun

Dalam hal putusan yang digjukan cksekusi dan 10 putusan yang akan ditindak
lanjuti hanya | yang dicabut, yang menjadi penyebab kegagalan dan



pencapatan target dikerenakan target yang ditetapkan pada renstra terlalu
tinggi, dan rumus pembandingan yang menjadi pembanding adalah terhadap
semua perkam perdata yang sudah putus Berkekuatan hukum tetap, sementara
tidak semua perkara perdata yang telah putus bisa dieksekusi karena sebagian
besar perkara yang masuk adalah perkara perceraian dan untuk perkara
percernian tidak ada dieksekusi.

Upaya yang ditempuh terhadap kegagalan tersebut hendaknya dalam menetapkan
target pada Dokumen Renstra harus berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya
schingga pimpinan dapat memprediksi tingkat persentase yang ditetapkan., karena
untuk eksekusi putusan perdata sendin berjalan udak ada kendala walaupun dan 10
yang digjukan Cuma | perkara vang dicabut karena telah dilakukan pelunasan
sebelum terjadi eksekusi.

Meningkatkan pelaksanaan cksekusi terhadap putusan pengadilan, dengan
mengarahkan panitera dan jurusita dalam mempercepat pelaksanaan eksekusi maka
sudah mencerminkan sikap patuh terhadap putusan pengadilan, schingga para pihak
akan merasa puas terhadap putusan vang ditetapkan, kebijakan tersebut sudah diatur
dalam SOP panitera dan Jurusita dalam pelaksanaan SOP Maka pelaksanaan
eksekusi harus sesuai dengan SOP.

Tabel 42. Potensi: kegagalan kinenja

Terwujudnya 6. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 - minimnya persentase
proses Tahun 2014 Tentang Penyelesaian penyelesaian perkara
peradilan yang Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pidana dan perdata

. dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) yang tepat waktu
transparan dan Lingkungan Peradilan - masih banyaknya
Akuntabel. 7. Standar  Operasional  Penyelesaian perkara yang tidak

Perkara Pengadilan Negen Tanjung mengajukan upaya

Balai Karimun hukum Banding,
8 Diklat Bagi Hakim dan Aparatur Kasasi, dan PK

Peradilan untuk menciptakan putusan - Belum memiliki




vang berkwalitas dan meningkatkan

mekanisme evaluasi

kinerja vang dapat mengukur
9 Memaximal  penggunaan  aplikasi kopuasan masyarakat
Sistem Informasi Penelusuran Perkara pencari keadilan
(SIPP) Mahkamah Agung - Keterbatasan dan
10. Kebijakan ~ mempercepat  proses ety kwealites
persidsngan SDM dalam bidang
Teknis
5. Peningkatan
Efektifitas - Perma No. | Tahun 2016 tentang Mmm Feberastlan
Pengelolaan Prosedur Mediasi di Pengadilan - .
Penyelesaian | . gebjjakan pimpinan kepada hakim m, Em,d.mm,i:e: B
6 Moaoghetays [ = L SR, CROEECRNN, | & oS0 R
kepatuhan penentuan  persentase  putusan  di .
eksekusi = Perbandin
terhadap BHT se:;mpu;z
putusan perkara perceraian.
pengadilan

B. POTENSI KEBERHASILAN / PENINGKATAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negen Tanjung
Balai Karimun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus
disclesaikan untuk menmingkatkan kinera Pengadilan. Berikut imi identifikasi
potensi keberhasilan yang menjadi factor meningkatnya kinerja di Pengadilan
Negeri Tamung Balat Karimun ditmjau dan beberapa kebijakan dan aspek

strategis:

. Sasaran Strategis | Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan




Akuntabel.

Ada 6 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis ada
indikator yang berhasil yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan dan |
yang berhasil sebagian yaitu indicator persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum, walaupun banding tidak tercapai tetapi Kasasi dan
PK tercapai, dan Walaupun kinerja sasaran | tidak mencapai target namun
persentase  ini meningkat dari  tahun sebelumnya.  Faktor penyebab
keberhasilan tersebut adalah:

¥

Penyelesaian minutasi  sisa perkara yang disclesaikan tepat waktu
sehingga tidak terjadi penumpukan perkara tahun lalu

Para pihak merasa puas terhadap putusan pengadilan khususnya dalam hal
Kasasi dan PK, dibuktikan pada tahun 2017 udak ada perkara pidana dan
perdata vang mengajukan kasasi dan PK.

Selisih penurunan sisa perkara pada Tahun 2017 meningkat dari tahun
sebelumnya.

Upaya untuk meningkatkan capaian sesual target, sebagai penguat
keberhasilan ditetapkan arah kebijakan antara lain:

<

Meningkatkan penyelesaian perkara

Dengan cara Mengefektifkan SOP Penyelesaian perkara terhadap Majelis
Hakim, PP dan Jurusita sehingga perkara bisa diselesaikan kurang dan 5
bulan mulai dan pendafiaran sampai kepada minutasi.

Meningkatkan kepuasan para pencari keadilan.
Upaya meningkatkan kepuasan tersebut bisa berups menerapkan
pelayanan yang berstandar, dan memben kepuasan pencan keadilan

dalam hal mendapatkan informasi terhadap perkara di pengadilan
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Sehingga terwujudiah peradilan yang memben kepastian hukum bagi
pencari keadilan.

Memberi kesempatan kepada hakim untuk pelatihan teknis

Dengan diklat tekms terhadap hakim maka akan memngkatkan
pengetahuan  bagi hakim dalam membuat putusan, dengan demikian
putusan yang dibuat akan berkwalitas schingga para pencari keadilan akan
merasa puas terhadap putusan pengadilan dan akan memurunkan tingkat
perkara yang diajukan upaya hukum.

2. Sasaran Strategis 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Ada 4 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis 3 indikator
berhasil mencapai target yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu. Persentase berkas perkara yang dimjukan banding Kasasi,
dan PK secara lengkap dan tepat waktu, Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara oneline dalam waktu
| han setelah putus, dan | yang belum berhasil yaitu indicator persentase
perkara yang diselesatkan melalu mediasi, Walaupun Kinerja sasaran 2 tidak
semua mencapai target namun persentase perkara yang diselesaikan mediasi
meningkat dani tahun sebelumnya walaupun tidak mencapai target. Faktor
penyebab keberhasilan tersebut adalah:

Relas berjalan walaupun kekurangan tenaga jurusita, karena saat ini
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum mempunyai Jurusita
vang Defimitif

Penempatan SDM yang tepat dan sesuai dengan Tupoksi walaupun
kondis: saat int SDM kurang namun administrasi perkara berjalan efektf
sesual dengan target Sehingga tercapai tertib administrasi  karena



ditunjang dengan SOP.

3. Penginputan perkara yang menarik perhatian masyarakat tepat waktu

kerana didukung dengan SIPP yang langsung terhubung ke jaringan
oneline termasuk terhubung langsung ke Didirektori putusan.

Upaya untuk memingkatkan capmian sesum target, scbagai penguat
keberhasilan ditetapkan arh kebijakan antara lain

Mengefektifan SOP Jurusita dalam penyampaian putusan

Tugas dan tanggung jawab jurusita adalah menyampaikan relas tepat
waktu, tugas tersebut harus sesuai dengan SOP, dengan adanya SOP
tersebut maka persentase putusan yang disampaikan tepat waktu kepada
para pihak bisa meningkat pencapaiannya.

Mengefektifkan SOP Hakim dalam penyelesaian Mediasi

Dengan banyaknya perkara yang mendapat akta perdamaian maka
berkurangnya para pihak untuk berperkara dipengadilan  maka
pengelolaan penyelesaian perkara menjadi efeknf.

Meningkatkan kinerja staf dengan bekerja secara efesien.

Penyelesaian penginman berkas upaya hukum tepat waktu secara lengkap
akan mengurangi penumpukan berkas perkara dipengadilan sehingga
pengelolaan penyelesaian perkara akan menjadi efekuf

Meningkatkan kinepe Hakim dan PP dalam menginput SIPP dan
Direktor: Putusan dengan one day publis,

Dengan menginput putusan tepat waktu dan mempublikasikan secara
online dalam waktu 1 hari setelah putus kepada public maka masyarakat
akan dengan mudah memperoleh informasi terkait khususnya perkara
vang menarik perhatian dalam perkara, Schingga public percaya akan
terpenuhi kebutuhannya.
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3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

Ada 3 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis 2 indikator
berhasil mencapai target yaitu Persentase perkam prodeo vang diselesaikan
dan Persentase pencan keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum) sementara | indikator lagi yaitu Persentase
perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak bisa diukur berhubung
sampai saat ini belum ada zetting Plat, Faktor penyebab keberhasilan
tersebut adalah:

Pengadilan sudah berupava semaksimal mungkin  meningkatkan
pelayanan dari tahun ketahun khususnya menyangkut dalam hal
penyelesaian perkara prodeo karena sudah ada SOP penyelesaian perkara
vang harus dipatuhi

Pelayanan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum langsung
ditindaklanjuti oleh petugas piket terbukti dan analisis yang dilakukan itu
berarti telah menjalankan Program Mahkamah Agung untuk memberi
pelayanan pencari keadilan untuk mendapatkan layanan hukum melalui
Pos Bakum.

Upaya untuk meningkatkan capaian sesual target, sebagai penguat
keberhasilan ditetapkan arah kebijakan antara lain:

"

Meningkatkan standar pelayanan peradilan khususnya dalam pengelolaan
perkara prodeo sehingga terciptalah peradilan yang pasti dan merata.

Meningkatkan anggaran untuk mencukupi penyelesaian perkara prodeo

Dengan mengusulkan penambahan anggaran dipa untuk pembebasan
biaya perkara tiap tahun maka akan mencukupi kebutuhan perkara prodeo
vang masuk tiap tahunnya dan semakin banyaknva perkara prodeo maka



pengadilan dapat membantu bagi masyarakat miskin untuk memperoleh
keadilan tanpa biaya. Schingga para pencani keadilan dapat menjangkau
badan peradilan dengan tanpa biaya.

3.  Mempermudah para pencan keadilan dalam memperoleh layanan hukum
Untuk mempermudah para pencari keadilan golongan tertentu khususnya
bagi perkara yang mengharuskan untuk didampingi kuasa hukum maka
pengadilan menyiapkan pos bantuan hukum yang melayani tiap jam kerja,
vang bekena sama dengan sdvokad sebagai petugas yang dibiayai oleh
dipa pengadilan

Tabel 43. Potensi keberhasilan kinena

Terwujudnya

|. Penyelesaian minutasi sisa perkara yang | | Memngkatkan
proses peradilan disclesaikan tepat waktu sehingga tidak penvelesaan perkara

yang pasti tenjadi penumpukan perkara tahun lalu Dengan cara
Ty o 2. Para pihak merasa puas terhadap putusan gemtbien JOR
o :
Akuntabel. Sohgediien Lisssinmys dilenr i) ates! 2. Meningkatkan km
dan PK. para pencan keadilan
Dengan menerapkan

3. SO pooreunan: ¥6s POSEaE; pace pelayanan yang
Tahun 2017 meningkat dan tahun berstandar. dalam hal
vebiolnmays mendapatkan informasi
3. Memberi kesempatan
kepada hakim dan tenaga
tekmis untuk pelatihan
teknis
Peningkatan I. Relas berjalan walaupun kekurangan | | Mengefektifan SOP
efektifitas tenaga jurusita Jurusita dalam
pesgeisiaan 2 Penempatan SDM yang tepat dan sesuai ::nmy;";::::;:ng
- Hakim dalam
penyelesaian Mediasi

t~

dengan Tupoksi walaupun kondisi saat
perkara im SDM kurang




5. ANALISIS EFESIENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai satuan kerja Mahkamah Agung
RI' dituntut untuk terus meningkatkan kinerja setiap tahunnya khususnya dalam hal
pelayanan masyarakat baik dalam hal penyelesaian perkara maupun pelayanan
mendapatkan informasi sehingga sangat diperlukan analisis untuk efesiensi sumber
daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana. Pemenuhan dan penggunaan
sumber daya sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran) yang memadai,
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sudah menetapkan target kinerja selama $
tahun, target yang ditetapkan berkaitan dengan Tupoksi dan anggaran, setiap tahun
dibuat laporan realisasi scjauh mana capaiannya, tingkat kegagalan dan tingkat
keberhasilan tergantung dengan penguatan SDM nya dan penurunan dan peningkatan
kinerja juga berpengaruh dengan kwalitas SDM nya sebagai subjek dari organisasi
tersebut. Berdasarkan laporan tahunan 2017 bahwa analisis tehadap SDM Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun dilihat dan tabel berikut:

Tabel 44. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

No Sumber Daya Manusia
Nama Jabatan Keterangan

1 | Budiman Sitorus,SH Ketua

2 | Agung Nugroho,SH Wakil

3 | Yanuarni Abdul Gaffar,SH Hakim

4 | Antoni Trivolta,SH Hakim

5 | Yudi Rozadinata,SH Hakim

6 | Agus Soetrisno,SH Hakim

7 | Renny Hidayati,SH Hakim

8 | Aryudiwan,SH,MH Panitera

9 | Muhammad Ronaldi,ST Sekretaris

10 | Sul Ahmad,SH Panmud Perdata
11 | Eko Wahono,A.Md Panmud Pidana
12 | Tiurma Melvaria Panmud Hukum

Sitompul SH,MH
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13 | Zaervina Kurniaty,A.Md,SH Kasubbag
Perencanaan,Tl
dan Pelaporan
14 | Hendra Prawira,SH Kasubbag Umum
dan Keuangan
15 | Susi Wulandari Plh Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata lasana
16 | Supriadi,SH Panitera
Pengganti
17 | Ronny Erlando Panitera
Pengganti
18 | Almasih Panitera
Pengganti
19 | Rosl Gustina,SH Staf Umum dan | Merangkap sebagai
Keuangan Jurusita Pengganti
20 | Muhammad Yusuf Staf umum dan | Merangkap sebagai
Keuangan Jurusita Pengganti
21 | Mimi Susanti Pramubakti Merangkap Staf umum
dan Keuangan
22 | Jufisal Pramubakti Merangkap staf
Perencanaan Tl dan
Pelaporan
23 | Iga Amilia Adriani.S.5i Pramubakti Merangkap Staf
Kepaniteraan Hukum
24 | Hera Indra,SIP Pramubakti Merangkap Staf
Kepegawaian,Organisasi
dan Tata Laksana
25 | Mai Manah,S.Sos Pramubakti Merangkap staf Umum




dan Keuangan

26 | Sentia Gusrini Pramubakti Merangkap staf
kepaniteran pidana

27 | lkhwandi S. Rambe Pramubakti Merangkap staf
kepaniteran pidana

28 | Rut Hellen Simatupang,A.Md Pramubakti Merangkap staf
kepaniteraan Perdata

29 | Shodikul WA Sopir Merangkap Staf
Kepaniteraan Perdata

30 | Heri Irfan Sopir Merangkap Staf Umum
dan Keuangan

31 | Kadir Satpam Merangkap Staf Umum
dan Keuangan

32 | Rosamin Satpam Merangkap Staf Umum
dan Keuangan

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
kekurangan SDM karena sampai pada tahun 2017 tugas Staf masih dipegang oleh
tenaga Honorer, scharusnya posist staf dari Pegawai bukan tenaga  honorer,
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berupaya selalu memperkuat SOM dengan
menempatkan tenaga Honerer untuk menyelesaikan administrasi perkara dengan ndak
merubah  tugas dan tanggung jawab mereka sesumi SK pengangkatan sebagai
Pramubakti, Satpam, dan Sopir. Penempatan tenaga honorer tersebut ini sudah
membantu tugas teknis dalam hal perkara maupun non teknis, sehingga pelaksanaan
tugas bisa berjalan lancar karena penggunaan SDM yang efesien dan stap paka.




Berikut analisis perbandingan Sumber Daya Manusia dari tahun 2014 /d 2017 dirinci
dalam tabel berikut:
Tabel 45 analisis pengelolaan SDM dengan Perkara

Perkara Jumlah
Tahun Penggnll)n&m
Perdata Pidana
2014 33 70 174 244
2015 33 80 318 398
2016 32 126 a7 497
2017 32 176 297 473

Diagram 32. analisis pengelolaan SDM dengan Perkara

Dari Tabel atas terlihat jelas perbandingan jumlah SDM dengan perkarn, semakin
tahun jumlah perkara semakin meningkat, sementara jumlah SDM tetap dan tahun
sebelumnya, jumlah ini tidak seimbang namun Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun berupaya mengefektifkan penggunaan SDM secara maksimal




Adapun Hubungan SDM dengan jumlah anggaran tersedia dan sebagai pembanding
dilihat dani tahun 2014 s/d 2017 antara lan sbb:

Tebel 46. Analisis Realisasi pengelolaan SDM dengan Anggaran

Tahun Penggunaan Anggaran Target Realisas
SDM
Anggaran
2014 33 2.808.219.294 100% 96,73%
2015 33 2.903.929 257 100% 85,53%
2016 32 3.352.739.233 100% 96,35%
2017 32 3.791.025.843 100% 98.49%

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran untuk mendukung SDM meningkat
terus karena kebutuhan tiap tahun meningkat kenaikan ini terlihat di Belanja Pegawai,
karena berkaiatan dengan Gaji.

ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN,
Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan
kegiatan yang mendukung pelaksannan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan
pokok Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Mahkamah Agung
RI adalah sebagai berikut -
I.  Program:

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok :

Peningkatan manajemen peradilan umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator.
*  Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata, Pidana
¢  Persentase perkara perdata,pidana yang diselesaikan tepat waktu
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®  Persentase penurunan sisa perkara Perdata, pidana

* Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi,
PK

*  Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

*  Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:
¢  Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
*  Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
¢ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
¢. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator:
*  Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program :

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
mahkamah agung

Kegiatan Pokok :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis -

a. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

Sasaran im dapat diukur menggunakan indikator:

¢ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

® Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

* Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

* Persentase putussan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu | hari setelah diputus.
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Tabel 47 Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Program, Dan Kegiatan

Tujuan Sasaran
Program Kegiatan
Uraian Indikator
Pencarl Kedilan | Terwujudnya | a. Program Peningkatan
merasa proses Bresntase perkera : peningkatan manajemen
kebutuhan peradilan manajemen peradilan
dan yang pastl, - Perdata peradilan umum
- Pidana
kepuasan nya Transparan | b vang diselesaikan tepat umum
terpenuhi dan waktu
¢. Persentase penurunan sisa
Akuntabel perkara pidana, perdata
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi, PX
¢. Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan
dengan Deversi
f. Indek responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan
Public percaya | Peningkatan a. Persentase isi putusan | Program dukungan Pembinaan
bahwa PN .f.mn;. yang diterima oleh para manajemen administrasi
tanjung Balal :O'U pihak tepat waktu dan dan
karimun penyelesaia | b. Persentase perkara yang pelaksanaan pengelolsan
memenuhi n perkara diselesaikan melalui tugas teknis keuangan
butir 1dan 2 mediasi lainnya Badan Urusan
diatas c. Persentase berkas vang mahkamah Administrasi
diajukan Banding, kasasi agung

dan PK secara lengkap dan
tepat wakty

d. Persentase putusan perkara
yang menatik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 harl setelah
putus




a. Persentase perkara prodeo | Program Peningkatan
pencari | Meningkatnya yang diselesalkan
- skses b. Persentase perkara yang Petwse i
keadilan i diselesaikan diluar gedung manajemen peradilan
dapat pengadilan ils
bag: c. Persentasa pencari putasien SV
menjangkau masyarakat keadilan golongan tertenty umum
miskin dan yang mendapat layanan
terpinggirk bantuan hukum (Pos
Meningkatn | - Persentase putusan
perkara perdata yang
ya ditindak lanjuti (di
kepatuhan eksekusi)
terhadap
putusan
pengadilan
B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran tujuan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun didukung oleh penyediaan anggaran melalw
Dipa dimana Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mendapatkan

total anggaran




A. RINCIAN DIPA

. Rincian Dipa 01
sebesar Rp. 3.849.069.000,- dengan rincian Daftar Isian Pelaksansan Tugas
(DIPA) sebagai berikut :
a.  Alokasi Anggaran
Tabel 48. Anggaran Dipa 01 Tahun 2017
No Kegiatan Pagu
L Belanja Pegawal 2.629.403.000
2 Belanja Barang 919.666.000
3 Belanja Modal 300.000.000
Total 3.849.069.000




Diagram 33. Anggaran Dipa 01 Tahun 2017

b. Realisasi Anggaran

Tabel 48. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2017

No Kegiatan Pagu Realisasi Persentase
1. | Belanja Pegawai | 2.629.403.000 |2.613.349.271| 99,38%
2 Belanja Barang 919.666.000 880.912.572 95,78%
3 | Belanja Modal 300.000.000 296.764.000 98,92%

Total 3.849.069.000 |3.791.025.843 | 98,49%

Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat

yang penggunaannys antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang duka, dan
uang makan Pada tahun 2017
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Tabel 49. Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017

No JENIS BELANJA/MAK PAGUDIPA | REALISASI | PERSENTASE

1 Belanja Pegawal
Belanja Gajl Pokok PNS 899.947.000 | 896.146600 | 99,57%
Belanja Pembulatan Gaji PNS 11000 10.765 97, 8B6%
Belanja Tun). Suami/Istri PNS 69.700.000 | 69.651.550 |  99,93%
Belanja Tunj. Anak PNS 23000000 | 22566276 | 98,11%
Belanfa Tunj. Struktural PNS 19760000 | 19760000 | 100%
Belanja Tun). Fungsional PNS 1.135.780.000 | 1.135.780.000 | 100%
Belanja Tun). Pph PNS 126670000 | 126.147.680 | 99,59%
Belanja Tun| Beras 55600000 | 55328880 |  99,51%
Belanja Uang Makan 177.100.000 | 166.123.000 |  93.80%
Belanja Tunj. Umum PNS 7085000 | 7085000  100%
Belanja Tunj, Kemahalan Hakim 114750000 | 114750000 |  100%

TOTAL 2629403000 | 2613349271 | 99,38%
2. Belanjs Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
vang habis pakai dalam kurun wakiu satu tahun anggaran termasuk
didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian
belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan,
dimana belanja barang terdiri dari belanja operasional dan non operasional,
yang meliputi keperluan sehani-hari perkantoran dan perjalanan dinas serta
honorarium
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Tabel 50. Anggaran Belanja Barang Tahun 2017

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI | PERSENTASE
1 | Belanja Barang Operasional
Belanja Keperiuan Perkantoran 299.682.000 | 291.130.789 97.24
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 6000.000 4,686,035 5182
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 38.040.000 37.740.000 100
Belanja Barang Operasional Lainnya B.400.000 B.400.000 100
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 37.858.000 37.857.300 99,76
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai,Meteral
dan Leges 654.000 646.000 99,89
Belanja Langganan Listrik 72000000 | 68555221 96,10
Belanja Langganan Telepon 480.000 7297 0
Belanja Langganan Alr 11.550.000 11.210.000 80.46
Belanja Blaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 171424000 | 171407693 87,87
Belanja Biaya Pemellharaan Peralatan dan Mesin 111.828.000 91.708.329 73,53
Belanja pemeliharaan jaringan 7.300,000 7.300.000 97,06
2 Belanja Barang Non Operasional
Belanja Bahan 7.500.000 4.522.000 23,60
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 146.950.000 | 145.676.234 95,34
Total 919.666.000 | 880912572 95,78%
3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

menunjang sarana dan prasarana yang sifatnya menambah asset tetap dan
asset lainnya, antara lain meliputi belanja modal peralatan dan mesin,




Tabel 51. anggaran belanja Modal Tahun 2017

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI PERSENTASE

1 Belanja Modal

Belanja Barang Operastonal lainnya 5.000.000 5.000.000 100%
Belanja Modal peralatan dan mesin 47.500.000 46.959.000 98,86%
Belanja Modal peralatan dan mesin 150.000.0000 148.500.000 99.00%
Belanja Modal peralatan dan mesin 97.500.000 96.305.000 98,77%

Total 300.000.000 | 296.764.000 98,92%

2. Rincian Dipa 03 (Badilum)

Dipa 03 sebesar Rp.90.860.000 .- dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas
(DIPA) sebagai berikut

a  Alokasi Anggaran

Tabel 52. Anggaran Dipa 03 Tahun 2017

No Kegiatan Pagu
L Belanja Barang 90.860.000
Total 90.860.000
b. Realisasi Anggaran

Belanja Barang Dipa 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, dan peningkatan manajemen peradilan umum. untuk
lebih jelasnya dinincikan sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2017

No Kegiatan Pagu Realisasi Persentase
1. | Belanja Jasa 24.000.000 24.000.000 100%
Konsultan
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2 | Belanja Bahan 35.260.000 27.077.050 76,79%
3 | Belanja Barang 19.100.000 18.838.700 98,63%
Persediaan
Barang konsumsi
4 | Belanja 8.600.000 8.600.000
perjalanan dinas
dalam kota
5 | Belanja 3.800.000 439,680 11,57%
Pengiriman surat
dinas pos pusat
6 | Belanja Barang 100.000 100.000 100%
Non Operasional
lainnya
Total 90.860.000 63.647.730 70,05%
2. CAPAIAN ANGGARAN
1. Dipa0l]
Tabel 54. Capaian Anggaran Dipa 01 Tahun 2017
No Kegiatan Pagu Realisasi Target Capaian
Angka Persen
> B Belanja 2.629.403.000 |2.613.349.271 | 99,38% 100% 99,38%
Pegawai
2 Belanja 919.666.000 880.912.572 | 95,78% 100% 95,78%
Barang
3 Belanja 300.000.000 296.764.000 | 98,92% 100% 98,92%
Modal
Total 3.849,069.000 | 3.791.025.843 | 98,49% 98,02%




N

Dipa 03

Tabel 55. Capaian Anggaran Dipa 03 Tahun 2017

No Kegiatan Pagu Realisasi Target Capalan
Angka Persen
L Belanja 90.860.000 63.647.730 | 70,05% 100% 70,05%
Barang
Total 90.860.000 63.647.730 | 70,05% 70,05%

Diagmm 34 Capaian Anggaran Dipa 03 Tahun 2017

k.

#

;ii

Dipa 01

» Target
® Capalan

2. REALISASI ANGGARAN PERPROGRAM

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu -

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung dan ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

Dipa 03 digunakan untuk melaksanakan | program kenas vaitu:
I. Program Peningkatan manajemen peradilan umum

111




Tabel 56, Realisasi anggaran perprogram

No Program pagu realisasi Sisa

Capalan

1 Program Dukungan | 3.549,069.000 | 3.494.261.843 | 54.807.157

Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya
Mahkamah Agung

98,45%

2 | Program 300.000.000 | 296.764.000 | 3.236.000

Peningkatan Sarana
dan Prasarana

Aparatur
Mahkamah Agung

98,92%

3 | Program 90.860.000 63.647.730 | 27.212.270

Peningkatan

manajemen
peradilan umum

70,05%

Diagram 35. Hubungan Realisasi Anggaran perprogram

4,000.000.000 Tsﬁﬂ a N
3.000.000.000 -
2.000.000.000 * Pagu
1.000.000.000 | :s.zx 70'2"’ r Sacialat ::’::
== m_‘éa h::.w
Program o cram Pfﬂnm?




3. ANALISIS  REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN DARI TAHUN

SEBELUMNYA

Analisis Anggaran ini dilakukan untuk membandingkan alokasi anggararf dan
penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan, dan
disamping itu juga dengan penganalisis ini kita dapat melihat berapa persen
penyerapan / realisasi yang terjadi dan persentase tersebut akan menjadi pembanding
pada twhun sebelumnya apakah ada peningkatan kinerja ataukah ada penurunan, untuk
lebih jelasnya berikut rinciannya:

1. Dipa01

Tabel. 57 analisis capaian anggaran pertahun

G "‘“‘"ﬂfm""“ Kmfng::;‘ah)_ms Target | Realisasi | Capaian
diiclosailian diselesaikan

2014 | 2.931.008.000 2808.219.294 100% | 96,73% 96,73%

2015 | 3.550.714.000 2903929 257 100% | 81,78% 81,78%

2016 | 3.479.572.000 3.352.739.233 100% | 96,35% 96,35%

2017 3.849.069.000 3.791.025.843 98,49% 98,49%

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 capaian anggaran

meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target namun
realisasi tersebut menunjuk keberhasilan dan peningkatan penyerapan anggaran.

2. Dipa 03
Tabel 58 analisis capaian anggaran pertahun
Keuangan vang
] e telah Target | Realisasi | Capaian
diselesatkan disclesaikan
2014 | 28.000.000 23.947.000 100% | 8553% 85,53%




2015

2016

2017

32.335.000
31.650.000

90.860.000

31.865.000
31.642.710

63.647.730

100%
100%

100%

98,55%
99,97%

70,05%

98.55%
99.97%

70,05%

Dari table dan diagram diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 capman anggaran
menurun  dani tahun sebelumnya, realisasi tersebut menunjuk tingkat realisasi
yang rendah dan tidak maksimal, untuk menindaklanjuti keadaan seperti tersebut
perlu kebyakan khusus dari pimpinan dalam membelanjakan anggaran yang
tersedia schingga penyerapan bisa maksimal,




BAB IV
PENUTUP

A KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2016 merupakan gambaran capaian kinerja dari renstra 2015-2019 yang akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan sckaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi. laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian strategis yang ditunjukkan olch Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada
tahun anggaran 2017 Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran

Secara umum hasil capaian  tahun 2017  pelaksanaan tugas pada
PengadilanNegen Tanjung Balai Karimun sudah terlaksana dengan baik sebagaimana
mestinya capaian tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dani jumlah
indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan
peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, namun tidak semua
target tercapai masih terdapat faktor kegagalan dalam pencapaian tersebut hal im dilihat
Sasaran Strategisl: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel
Dari 6 indikator yang diukur ada 2 indikator yang tidak berhasil yaitu Persentase perkara
perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu, persentase ini menurun dari tahun
sebelumnya dan Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan, walaupun indek ini tidak mencapai target namun persentasenya meningkat dari
tahun sebelumnya, Faktor penyebab  penurunan tersebut adalah: Menurunnya
Produktifitas Penyelesaian Perkara dimana minimnya persentase penyelesaian perkara
perdata dan pidana yang tepat waktu dan indek kepuasan masyarakat terhadap putusan
Peradilan. factor utama yang mempengaruhi adalah - Keterbatasan SDM, Perkara yang
pihaknya diluar negeri dan berada dipulau, terdakwa tidak ditahan, keterlambatan
penyelesaian minutasi, dan penetapan target indeks kepuasan masyarakat terlalu tnggi
Sasaran Strategis 2:Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Dari 4
indikator yang diukur yaitu berdasarkan analisis ada | indikator yang tidak berhasil vaitu
Persentase perkara yang disclesatkan melalui mediasi, persentase ini tidak mencapai
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target namun demikian indek persentase meningkat dari tahun sebelumnya.  Faktor
penyebab  penurunan tersebut adalah: Menurunnya keberhasilan mediasi, Factor utama
yang mempengaruhi adalah : Rasa tidak puasnya para pihak untuk berdamai menjadikan
hakim harus melanjutkan perkara, Sebagian dari kuasa hukum para pihak tidak konsisten
untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian, Masih adanya para pihak yang
menginginkan disclesaikan dipersidangan karena merasa lebih puas terhadap putusan
hakim dan pada menyelesaikan perkara melalui mediasi. Sasaran Strategis 4.
Meningkatnya  kepatuhan terhadap putusan pengadilan,Persentase  Putusan yang
dieksekusi menurun Dalam hal putusan yang diajukan eksekusi dari 10 putusan vang akan
ditindak lanjuti hanya | yang dicabut, yang menjadi penyebab kegagalan dari pencapaian
target dikerenakan target yang ditetapkan pada renstra terlalu tunggi, dan rumus
pembandingan yang menjadi pembanding adalah terhadap semua perkara perdata yang
sudah putus Berkekuatan hukum tetap, sementara tidak semua perkara perdata vang telah
putus bisa dicksckusi karena scbagian besar perkara yang masuk adalah perkara
perceraian dan untuk perkara perceraian tidak ada dieksekusi.

I. Disamping factor kegagalan yang menyebabkan menurunnya kinerja tersebut diatas,
namun masih terdapat kensikan kinerja karena didukung oleh factor keberhasilan antarn
lain: Sasaran Strategis 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan
Akuntabel Ada 6 Indikator Kinerja Utama yang diukur, Persentase sisa perkara yang
disclesaikanberdasarkan analisis ada indikator yang berhasil yaitu dan | yang berhasil
scbagian yaitu indicator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum,
walaupun banding tidak tercapai tetapi Kasasi dan PK tercapai Faktor penyebab
keberhasilan tersebut adalah: Penyelesaian minutasi sisa perkara yang diselesaikan tepat
waktu schingga ndak terjadi penumpukan perkara tahun lalu, Para pihak merasa puas
terhadap putusan pengadilan khususnya dalam hal Kasasi dan PK Selisih penurunan sisa
perkara pada Tahun 2017 memngkat dari tahun sebelumnya Upaya untuk meningkatkan
capaian sesuai target, sebagai penguat keberhasilan ditetapkan arah kebijakan antara lain
Meningkatkan penyelesaian perkara. Meningkatkan kepuasan para pencari keadilan,
Memberi kesempatan kepada hakim untuk pelatihan teknis Pada Sasaran Strategis 2:
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Ada 4 Indikator Kinerja Utama
vang diukur, berdasarkan analisis 3 indikator berhasil mencapai target yaitu Persentase isi
putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Persentase berkas perkara yang
diyjukan banding Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu, Persentase putusan
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perkara yang menarik perhatian masyarakat vang dapat dinkses secara oneline dalam
waktu | hari setelah putus Faktor penyebab keberhasilan tersebut adalah: Relas berjalan
walaupun kekurangan tenaga jurusita, Penempatan SDM vang tepat dan sesum dengan
Tupoksi walaupun kondisi saat ini SDM  Penginputan perkara yang menarik perhatian
masyarakat tepat waktu, Upaya untuk meningkatkan capaian sesuai target, sebagai penguat
keberhasilan ditetapkan arah kebijakan antara lain Mengefektifan SOP Jurusita dalam
penyampaian putusan, Mengefektifkan SOP Hakim dalam penyelesaian Mediasi,
Meningkatkan kinerja staf dengan bekerja secara efesien, Meningkatkan kinerja Hakim
dan PP dalam menginput SIPP dan Direktori Putusan dengan one day publis. Pada
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin  dan
terpinggirkan. Ada 3 Indikator Kinerja Utama yang diukur, berdasarkan analisis 2
indikator berhasil mencapai target vaitu Persentase perkara prodeo vang diselesaikan dan
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum
(Posbakum), Faktor penyebab keberhasilan tersebut adalah Pengadilan sudah berupaya
semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan dari tahun ketahun khususnya menyangkut
dalam hal penyelesaian perkara prodeo danPelayanan masyarakat untuk memperoleh
bantuan hukum langsung ditindaklanjuti oleh petugas piket Upaya untuk meningkatkan
capaian sesuai target, sebagai penguat keberhasilan ditetapkan amah kebijakan antara lain:
Meningkatkan standar pelayanan peradilan, Meningkatkan anggaran untuk mencukupi
penyelesaian perkara prodeo, Mempermudah para pencan keadilan dalam memperoleh
layanan hukum
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B. SARAN

Dalam mengatasi kegagalan pencapaian target vang ditetapkan dalam renstra 2015-2016

maka perlu disarankan kedepan antara lain:

|, Penambahan sumber daya manusia yang berkwalitas  karena mempengaruhi dalam
efektifitas penyelesman perkara terhadap perkara yang akan diselesaikan.

2. Penambahan pembinaan tenaga teknis hakim  khususnya dalam  mengeluarkan
putusan, dengan terdapatnya putusan hakim yang berkwalitas maks akan
meningkatkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum Kkarena para
pencari keadilan merasa puas dengan putusan yang dikeluarkan.

3. Penambahan alokas: anggaran untuk belanja modal dalam upaya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur schingga dapat menunjang kinenja peradilan dalam pelayanan
publik secara prima.
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MATRIK REVIU KE- 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.

Visi  :.Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang Agung
Misi  : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadllan,
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balal Karimun,

Tujuan ..4!!.“.!- Sasaran arget
2015 2016 2017 2018 2019
Poncari a8 Persentoss sisa perkars 100% Torwujudnya a. Persentass sisa perkars Program
koadilan yang diselosaikan Proses yang diselesaikan Peningkatan
merasa Perdata Peradilan Perdata 100% 100% 100% 100% 00% | Mansjemen
kebutuhan PMidana yang Pasti, Prdana 100% 100% 00% 100% 00% | peradilan
kepuasannys Transparan umum
terpenubl dan Akuntabel
Persantase perkara " b Persentase Program Peningkatan |
porkarn: Peninghkatan
Perdata 85.6% 99.39% 100% | S8.05% 98% 98% Manajemen
Pidana 85.6% Perdata 90.39% 100% | 66.05% 100% 100% | peradilan
Pudana yang umum
yang diselesalkan deselesalkan
tepat waktu topat wakty
Persentase penurunan sma Porsontase penurunan Program
porkar slsa perkarn. Peninghatan
Manajomen
Perdata 0% Perdata 00% 00% | peradien
Pidana 99% Pidana 00% 00% | umum
Persentase perkara yang Program
Persentase perkarm yang Tidak Mengajukan Peningkatan
Tidak Mangajukan Upays Upaya Hukum Manajemen
Hukum : peraditan
95 50 umum
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p 98 80 o T100% | 9850 | 9960 | 9750W | 9550%
A .60 100% 100% | 9850% | 98.55% | 90.60%
- u 100% | 100% | 90.00% | 99%50% | 9980%
e Persentase Perkara Pidana 9o o Persontase Perkar . . % %
Anak yang Disalesalkan Pldana Anak yang
dengan Diversi Diselosakan dengan
Index responden pencar| 80,50 Index responden 0% 5% % 7%
keadiian yang puas terhadap pencarl keadilan yang
lnyanan peraditan puas terhadap layanan
Public petcaya ™ 100% u. Persentase isl Putusan | 100% 00% | 100% | 100% 100%
bahwa PN Yang Dwterima Oleh para Yang Diterima Oleh para
tanjung  Balal Tepat Wi pihak Tepat Wakiy
Karimun Penyelesaian
memaenuhl buth
1 dan 2 dintas
. Pemsentase Porkars yang 3.5% b Persentase Perkara 10% 10% 1% 15%
Diselesaikan molaths yang Diselesaikan
melalu Medissi
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Program Pombinaan | Ternek
yang menacik perhatian parkara yang menark dukungan administras | garany
masyarakal yang dapat perhatian masyarakast mansjemen dan lyane
diakses socara online dalam yang dapat dinkses dan pengelolaan | dukuny
wakiu 1 hatl setelah diputus secarn online dalam pelnksansan | keuangan manaj

waktu | hart setelah tugas teknis | Badan nos
lainnya Urusan daetat

mahkamah Administr s

Setiap pencan | n Persentase Perkam Prodec Monmingkatnya Porsentaso Perkarn ﬁs Poringkatan | Terseh
koadilan  dapat yang disslesalkan Akses Prodeo yang diselesaikan Peninghatan | manajemen | garam
menjanghau Poradilan bagi Manajemon | peradilan perkar
badan Masyarakat potadian umum p
peradilan Miskin dan umum
Terpinggirkan an
dtngx
pertar
b Persantase Perxara yang b Persentase Perkara yang -
diselesaikan di luar Gedung diselesakan di luse
Pﬁwﬂ!&l.; P%. Peningkatan | Tersel
Gaolongan Tertentu yang Keadian Golongan manajemen | garany
Mendapat Layanan Bantuan Tertenty yang Mendapa peradilan petkar
Hukum (Posbakum) Layanan Bantuan Hukum umum yang
( ) dene |
an
tingk
| Persentase Putusan Perkars Pemingkatan Am
Perdatn yang Ditindaklanjuti Meningkatnya Pernentase Putusan manajemen | garany
Kepatuhan Peorkarn Perdata yang peradilan perkar
Terhadop Dutindoklanjuti umim p
Putusan {
Pengadilan an
dtmgk
_pertan
al Kari




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan. dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIMAN SITORUS, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balal Karimun.
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama - H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH, MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini
dalam rangka mencapai target kinerja jJangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Plhak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capalan kinerja dari perjanfian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Tanjung Balal Karimun, 15 Desember 2017.

Pihak Kedua, Pilhak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tua Pengadilan N
anjung Balai :

H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH. MH

NIP. 19520713 198103 1 003 |y NIP. 19520

AN SO )

508 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2017

NO

SASARAN PROG/KEG*

IKU

_ TARGET

Terwujudnya Proses Peradilan yun;’

Pasti, Transparan dan Akuntabel

|-

a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
Perdata
Pidana

100%
100%

b.Persentase
pekara:

Perdata

Pidana

yang diselesalkan
tepat waktu

98,05%
98,05%

¢, Persentase
penurunan sisa
perkara:

Perdata
Pldana

' G- —

" d. Persentase perkara

|

yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :

¢ Banding

o Kasasl

e PK

99.60%
98,50%,
98,005,

e, Persentase Perkara
Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan
Diversi

1 Index responden

pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isl

Putusan Yang
Diterima Oleh para
pihak Tepat Waktu

95,

T100%

b. Persentase Perkara
vang Diselesalkan
melalul Medias|

c. Persentase berkas
perkara yang
diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat
waktu

d. Persentase putusan
perkara yang
menarik perhatian
masyarakat yang
dapat diakses secara

100%,

100%



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

100%

| 100%

4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

i

Persentase Putusan

Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

99,60%

Program atau Kegiatan

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Anggaran

Rp.  90.860.000,-

Z. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  Rp. 3.722.446.000,-

Lainnya Mahkamah Agung

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH, MH
NIP. 19520713 198103 1 003

Tanjung Balal Karimun, 15 Desember 2017.




PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KEPUT TUA PEN NNE TANJUNG BA M
NOMOR : W4.U'9 /KP.05.10/112018

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Menimbang : a Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 maka dipandang perlu
menyusun Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2017,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut
diatas, maka perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun
2017 dengan susunan sebagaimana terlampir

¢ Bahwa dengan pertimbangan point a dan b terscbut diatas, perlu diatur dengan
ditertibkan surat keputusan Tim Penyusun Laporan tersebut dengan susunan
sebagaimana terlampir.

Mengingat : 1. UU Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharsan Negara Peraturan Pemenntah
Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
schagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2009,

3. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Mentent Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekmis Penanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Tanjung Balar Kanimun Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam
lampiran surat keputusan ini

KEDUA ¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari termyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya |
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana
mestinya
Ditetapkan di . Tanjung Balai Karimun

0 2018
FENGADILAN NEGE!%
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Tembusan:
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR : W4.U9/ /KUOS IVI/2018.
TANGGAL : 08 Februari 2018
NO - JABATAN DITUNJUK SEBAGAI
NIP/PANGKAT/GOL
BUDIMAN SITORUS, SH Ketua Pengadilan Negen Tanjung :
I- | NIP. 196402161987031005 Balai Karimun Pelindung/Pensschat
AGUNG NUGROHO SH :
2 | NIP. 197203072000031001 Wakil Ketim Ketus Tim
ARYUDIWAN SH MH :
Koordinator
> NIP. 197110051992031003 Penifera Kepaniteraan imerangkap
Anggota
MMA Koordinator
R o Sekretaris Kesekretariatan
merangkap Anggota
ZAERVINA Kasubbag Perencanaan, Teknologi .
3 | KURNIATY,A Md,SH Informas: dan pelaporan Seknolars ma::ngknp
NIP.198512192009042006 angeo
SUL AHMAD, SH ! )
5 NIP. 19700708199303 1006 Panitera muda Perdata Anggota Tim
4 EKO WAHONO,A Md Pamitera Muda Pidana Anggota Tim
© | NIP 19800330 2002121002
TIURMA MELVARIAS Panitera Muda Hukum Anggota Tim
S | SITOMPUL
NIP. 196705161991032003
6 | HENDRA PRAWIRA, SH Kasubbag Umum dan Keuangan Anggota Tim
NIP. 198709222006041001
7 | YUNI EKA PUTRLSH Plt. Kasubbag Kepegawaian tata Anggota Tim
NIP. 198506062009042007 laksana dan organisasi
Ditetapkan di




STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
KARIMUN

Bagan 2. Struktur Organisasi
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Ketua

.............

;
H Wakil Ketua
‘

Hakim

Panltera

] Kelompok |

Panmud PP Panmud Panmud
Perdata Pidana

Hukum

Jurusita

Jurusita
Pengganti

Pranata
Peradilan

Bagan 2. Struktur Organisasi
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tanjung Balal Karimun

Ketua

Wakil Ketua

Celompeh
Kasubbag Jat

Perencanaan,
Teknologi Informasi
dan Pelaporan

Kepegawaian

organisas! dan
tata laksana

Umum
dan
Keuangan




